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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Islam mengajarkan keadilan kepada pemeluknya dalam segala
aspek kehidupan. Hal tersebut dapat kita jumpai dengan banyaknya ayat
—ayat Al — Qur’an yang menyuruh berbuat adil.
Sebagaimana kita ketahui bahwa pembunuhan ini adalah masalah
yang mendapat hukuman gisas di dalam hukum Islam. Hal ini dapat kita
jumpai dalam Al — Qur’an surat al — Baqgarah ayat 178 berbunyi :

1 el SRl BANL AN B s faliadl Ko Gk 1A
Gl il
Ol 4 2115 Caghaally FURE 2o 4l (o AT i Gl
i

Artinya :

Hai orang — orang beriman diwajibkan atas kamu gisas berkenaan
dengan orang — orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang
merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang
siapa yang mendapat kemaafan dari saydamﬂya, hendaklah ia mengikuti
dengan cara yang baik dan hendaklah ia membayar. divat kepada yang
memberi maaf dengan cara yang baik pula. *

Dari ayat diatas, Al — Qur'an dengan jelas mengisyaratkan prinsip
keadilan dalam penegakan hukum gqisas, walaupun pada akhir ayat

! Departemen Agama Republik indonesia, Al — Qur'an dan Terjemahannya,
Gema Risalah Pers, Bandung, 1989, him. 43.
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tersebut menyebutkan cara yang terbaik adalah memaafkan pelaku yang
menunjukan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia
(human right). Dalam ayat diatas, kata membayar diyat menurut Imam
Malik, apabila pihak korban mengisyaratkan diyat ketika memaafkannya

dari gisas. Sebagaimana pendapat Imam Malik sebagai berikut:
A3 Al g g 48y Glams deal) J58 e (sbea o (S
2 4ics gic e 4da il dielic o3 () sV 43l Jee JHEH Je

Artinya :

Seseorang yang dimaafkan setelah melakukan pembunuhan sengaja
padahal ada hak untuk melakukan gisas maka tidak ada pada orang
yang membunuh itu kewajiban membayar diyat, kecuali orang yang
memaafkan itu mengisyaratkan diyvat ketika ia memaafkan dari gisas.

Dalam pidana Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana terbagi
kepada tiga bagian, yaitu :
Hukuman hudud, yaitu sanksi yang jelas dominasi Allah Swt dalam
menentukan hukumannya.
Hukuman gisas, yaitu sanksi yang dominan ditentukan Allah Swt tetapi
haknya lebih ditekankan kepada manusia selaku tindak pidana.
Hukuman ta’zir, yaitu sanksi yang dibuat oleh penguasa (pemerintah)

untuk menjamin kemaslahatan umat.

? Basyayar Awadi Ma’ruf dan Mahmud Muhammad Khalil, al- Muwatta’ i
Imam dari al — hijrah Malik bin Anas, Juz I, Muassasah al — Risalah, Beirut, 1991, him.
253.



Hukuman hudud dalam penentuannya terbagi kepada tujuh macam,
vaitu : zina, qazaf, minum — minuman keras, hirabah, murtad,
pemberontakan dan mencuri.

Hukuman qisas itu telah ditentukan batasannya dan menjadi hak
perorangan. Dengan kata lain bahwa pihak keluarga korban bisa
memaafkan pelaku, dan apabila pelaku dimaafkan maka hukumannya itu
terhapus dan bisa beralih ke bentuk hukuman lain, antara lain gisas diyat
atau menurut Imam Malik, hukuman ta’zir. Qisas diyat itu terbagi lima
macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja,
pembunuhan tersalah, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.

Hukuman ta’zir menurut Imam Malik adalah hukuman jilid dan
hukuman penjara yang selama ini kita kenal, yang dalam penentuannya
dilihat dari besar - kecilnya kejahatan yang telah diperbuat si pelaku.
Akan tetapi dalam masalah pembunuhan vang telah dilakukan oleh
pelaku kemudian dimaafkan oleh pihak keluarga si korban, hanya Imam
Maliklah yang mewajibkan hukuman ta’zir bagi si pelaku. Dasar
pemikiran Imam Malik dalam masalah pembunuhan ini ialah walaupun
pihak keluarga telah memaafkan bukan berarti si pelaku terbebas begitu
saja karena dalam qgisas juga terdapat hak Allah yang harus ditegakkan.

Imam Malik dalam memahami surat al — Baqarah ayat 178 diatas
berpendapat bahwa dalam hukuman gisas itu terdapat dua hak sekaligus
yaitu hak Allah dan hak manusia. Jadi walaupun pembunuhan itu telah
dimaafkan masih ada hak Allah yang harus ditegakkan karena itu beliau
menetapkan hukuman ta’zir, karena beliau memandang prinsip keadilan
yang harus ditegakkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swi surat al —
Maidah ayat 45 sebagai berikut:



o OO L NG Rl Rl il Gl G G 2t
[Fry
Artinya :

Dan kami telah menetapkan di dalamnya bahwasannya jiwa dibalas
dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan
telinga, gigi dengan gigi dan luka — luka pun ada gisasnya’

Dalam hal ini, Imam Malik berpendapat bahwa dalam masalah
terhadap kemaafan pembunuhan secara sengaja tidaklah otomatis si
pelaku langsung bebas, karena di dalamnya masih ada hak Allah. Karena
itu beliau menyamakan dengan gairu muhsan (orang yang belum
menikah melakukan zina) yaitu seratus kali jilid atau dipenjara selama
satu tahun. Sebagaimana perkataan Imam Malik sebagai berikut :

“Pembunuhan s;cara sengaja apabila sudah dimaafkan, maka harus
dijilid seratus kali jilid dan dipenjara selama satu tahun.” *

Memang apabila kita perhatikan secara seksama pendapat Imam
Malik ini mengandung kemaslahatan di dalamnya yaitu pemeliharaan
jiwa yang merupakan salah satu Magqgasid As- Syari’at. Dalam masalah
pembunuhan ini, apabila ada perbedaan pendapat antara ahli warisnya
semua laki — laki dan wanita, maka menurut Imam Malik yang harus
dipakai adalah keinginan dari pihak ahli waris laki — laki yang apabila
mereka memaafkan maka ti;iaklah berlaku hukum gisas.

Berbeda dengan pendapat Imam Malik, Ibn Hazm tidak
membolehkan ta’zir apabila pihak korban pembunuhan tersebut telah

memaafkan si pelaku dengan artian telah terbebas dari hukuman.

i Depag RI, op.cit, hlm. 43.
* Abi Abdullah bin Abdul Hagqi bin Abi Yusuf Zargani, Syarah Muwatta’ Imam
Malik, Juz. Xlll, Darul Fikir, Beirut, 1970, hlm. 134
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Di samping berbeda pendapat dengan Imam Malik, Ibn Hazm juga
menyalahkan pendapat Imam Malik yang menurut beliau tidak
mempunyai sandaran hukum yang jelas, baik 1tu dari nas Al — Qur’an,
Sunnah, [jma’ dan perkataan sahabat nabi. Sebagaimana perkataan Ibn

Hazm sebagai berikut :

145 Y ) gall (Y1 2w sline i el il L 3
Alaalivpe aadd Y 5 g lead dila ¥ A3ally ¥ 5 o AL (3laty

Artinya :

Kemudian apabila dilihat dari perkataan Imam Malik maka kita
dapatkan bahwa perkataannya terlalu jauh dari kebenaran karena tidak
berkaitan dengan Al — Qur’an, Sunnah, [jma’ dan dari perkataan —

perkataan sahabat Nabi Saw.

Ibn Hazm berpendapat bahwa ta’zir (hukuman jilid dan penjara)
vang dikemukakan oleh Imam Malik dalam masalah ini bertolak
belakang dengan nas. Dasar hukum yang dikemukakan oleh Tbn Hazm
antara lain hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut :

(O Ol e Alllaue 0 S e cs o 3o O e i e

adlld gy OIS JE 32 a0 Al 2o oy ila on g e el

5#&‘&33&&&&@&1 a._ﬂ;._).flzc 6_93 ﬂ;ﬂ‘jdj@?ﬂm
Artinya :

> Syekh Ahmad Muhammad Sakir, al — Muhalla Ibn Hazm, luz. ll, Darul Fikr,
Beirut, 1970, hlm. 403.



Dari Ibn Said bin Yazid Habib dari Bakir bin Abdullah dari Sulaiman
bin Yaser dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah bin Abi Harda’
berkata dia : “Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda : Janganlah
memberlakukar; hukuman jilid di atas sepuluh kali jilid kecuali pada had
yang telah ditentukan oleh Allah.

Dari pengertian hadits yang dikemukakam Ibn Hazm di atas, beliau
menjelaskan kesenjangan dalam menetapkan hukum dalam permasalahan
ini sebagaimana telah ditetapkan.® Imam Malik yang berpendapat
hukuman jilid dalam permasalahan ini seratus kali sedangkan menurut
Ibn Hazm sesuai dengan hadits Nabi di atas tidak boleh lebih dari
sepuluh kali kecuali yang telah jelas bentuk hukuman hududnya menurut
nas, seperti hukuman jilid bagi pezina yang belum kawin seratus kali,
gazaf delapan puluh kali jilid. Hal ini menurut penulis sangat layak

dijadikan tulisan ilmiyah.

® Ibid..



BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN DAN
TA’ZIR

A. Pengertian Pembunuhan Sengaja

Manusia adalah makhluk Allah Swt yang paling mulia karena
mermliki akal pikiran, dengan akal pikiran inilah manusia diharapkan
dapat melaksanakan kewajiban — kewajiban yang telah ditentukan-Nya.
Di samping itu manusia yang ditaqdirkan sebagai makhluk
bermasyarakat membutuhkan manusia lainnya untuk kelangsungan
hidupnya. Manusia juga mempunyai hak — hak yang harus diterima dan
tidak dapat diganggu orang lain. Salah satu hak itu adalah hak hidup yang
merupakan hak manusia yang paling penting dan utama. Maka dari itu,
untuk menjaga keseimbangan hubungan, baik itu hubungan vertikal
kepada Allah dan hubungan horizontal kepada manusia maka perlu
adanya hukum yang mengaturnya. Kﬁusus masalah hubungan horizontal
sesama manusia dalam hal 1n1 adalah hak untuk hidup perlu adanya
hukum yang melindunginya. Oleh karena hak ini merupakan hak utama
dan tidak boleh dilanggar kemuliaannya. Atas dasar ini Allah melarang
pembunuhan karena dapat menghancurkan tata nilai yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat. Laréngan tersebut ditegaskan Allah Swt

dalam firman-Nya surat al —Isra’ ayat 33 yang berbunyi :

o o
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£
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Artinya :
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah Swt
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.
Ayat di atas memberikan pengertian bahwa manusia tidak boleh
membunuh nyawa manusia yang lainnya kecuali dengan alasan yang
dibenarkan oleh syara’, seperti melaksanakan hukuman gisas, membunuh

orang murtad, rajam dan lain sebagainya. T1al ini sesuai dengan sabda

Rasulullah Saw sebagai berikut :
e..)d;gy ‘:ﬂmdﬂldjudjdﬁmﬂlﬂ\@.ajjww‘m
2 OO saa LY Al gy (g 4lll Ylﬂ\‘)’glqg_uu”__elumgﬁ¥

8 e Laall (3 jlaall 4y a1l Jl 5 puill il 5 0 Mgl
Artinya :

Dari Ibn Mas'ud Rasulullah Saw bersabda : “ Tidak halal darah
orang islam, kecuali dalam tiga hal, yaitu : orang yang sudah kawin
berzina, orang yang membunuh orang lain, orang yang meninggalkan
agamanya serta meninggalkan golongannya (murtad).

~ Karena manusia mempunyai hak untuk hidup, maka perlu adanya
hukum sebagai penjamin kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Oleh
sebab itu, dalam Islam hukuman gisas bagi pelaku pembunuhan sengaja

merupakan salah satu wujud dijunjung tingginya hak manusia (human

? Departemen Agama Republik Indonesia, Al — Qur'an dan Terjemahannya,
Gema Risalah Pers, Bandung, 1989, him. 43.

#  Muhammad bin Ismail al — Kahlany, Subul as —Salam, Juz 1, Maktsbah
Dahlan, t.t, him. 231.



right) untuk hidup. Seperti firman Allah Swt dalam surat al — Bagarah
ayat 178 yang berbunyi :

Sially DAL SAl JER 3 Galiadll 2l (&1 il o

{:
Y Y
—
L3

il
giii GeAls 43 21305

Artinya :

Hai orang — orang yang beriman diwajibkan atas kamu gqisas
berkenaan dengan orang — orang yang dibunuh, orang merdeka dengan
orang yang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita.
Maka barang siapa yang mendapat kemaafan ia membayar diyat kepada
yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.”®

Kemudian dalam ayat lainnya Allah Swt menegaskan bahwa gisas
sebagai jaminan kelangsungan hidup manusia, sebagaimana firman Allah
Swt yang berbunyi dalam surat al — Bagarah ayat 179 yang berbunyi

sebagai berikut :
2 B8a AR goh £ g B - S = it
Artinya :
Dan didalam gisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,

hai orang — orang yang berakal supaya kamu bertakwa."®

? Depag Ri, op.cit.,him. 43.
 tbid., him 44.



Untuk lebith mendekatkan pemahaman tentang pembunuhan
sengaja, maka penulis akan menjelaskan defenisi pembunuhan sengaja
dari berbagai sumber, antara lain sebagaimana yang terdapat di dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagail berikut : Pembunuhan adalah
perbuatan membunuh.'' Sementara yang dimaksud dengan sengaja ialah
memang dimaksudkan (diniatkan)."

Adapun menurut Prof. Drs. H. A. Djazuli dalam kitabnya Figh
Jinayat mengatakan sesuatu yang dikatakan pembunuhan disengaja ialah
harus meliputi unsur — unsur sebagai berikut:

Korban adalah orang yang hidup.
. Perbuatan pelakulah yang menyebabkan kematian korban.
Ada niat pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain."”

Yang dimaksud bahwa korban itu manusia ialah ia hidup ketika
terjadi pembunuban, sekalipun dalam keadaan sakit keras. Dan unsur
kedua disyaratkan perbuatan itu dapat menimbulkan kematian. Tidak ada
ketentuan tentang bentuk dan frekwensinya, dapat berupa pemukulan,
pembakaran, penghancuran dan lain sebagainya. Sedangkan unsur ketiga
yaitu adanya niat pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam
hal ini baik itu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin
Hanbal berpendapat bahwa bila pelakunya tidak menghendaki kematian
maka pembunuhannya tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan
sengaja, meskipun ia melakukan kejahatan terhadap korbannya itu,
seperti melukai dan memukulnya. Kejahatan yang demikian dapat
digolongkan kepada pembunuhan semi sengaja.

" W.J.S. Purwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1993, him.169.

2 ibid., him. 913.

 Prof. Drs. A. Djazulli, Figh Jinayah, Rajawali Pers, Jakarta,1997,him.
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Karena masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah masalah
implementasi hukuman ta’zir terhadap pelaku pembunuhan sengaja yang
telah dimaafkan, dengan membandingkan antara pendapat Imam Malik
dan Ibn Hazm. Sebagaimana diketahui iaahwasamzya Imam Malik tidak
mengakui adanya pembunuhan semi sengaja, maka bagi Imam Malik
pembunuhan dibagi dua yaitu : pembunuhan sengaja dan pembunuhan
tersalah.

Dasar hukumnya menurut Imam Malik , sebagaimana yang terdapat
dalam Al — Qur’an surat al — Baqarah ayat 178 yang berbunyi sebagai
berikut:

ol B Gt e (R 1T il g
Artinya :

Hai orang — orang yang beriman diwajibkan atas kamu gisas

berkenaan dengan orang — orang yang dibunuh."*

Kemudian surat an — Nisa’ ayat 93 yang berbunyi sebagai berikut:

Aaly 4k 234 Cazad f.;.g..:.ldj\;\.gj 551558 128k G (i

A

o
. -

L

* Depag Rl, op.cit., him. 43,
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Artinya :

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja
maka balasannya ialah Neraka Jahanam kelak ia kekal didalamnya dan
Allah -Swr murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab
vang besar baginya."”

Kedua ayat di atas erat kaitannya dengan pemukulan sengaja,
sedangkan yang berhubungan dengan pembunuhan yang tersalah/ tidak
sengaja terdapat dalam surat an — Nisa’ ayat 92 yang berbunyi sebagai

berikut:
Aaeh A8 5y 238 Uad Lol 08 (a5 Ua ) Uil 35 O a3l

Artinya:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh orang mukmin
lainnya kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa
membunuh seorang mukmin karena ftersalah, maka hendaklah ia
memerdekakan seorang hamba yang beriman serta ﬁzembayar diyat yang
diserahkan kepada keluarganya. *°

Pembunuhan sengaja ialah pembunuhan yang dilakukan oleh
seorang mukallaf terhadap seorang yang darahnya dilindungi, dengan alat
vang menurut kebiasaan diperkirakan dapat membunuh dengan alat
tersebut.

Dan kriteria pembunuhan di atas yang menjadi fokus pembahasan
penulis adalah pembunuhan sengaja, untuk lebih jelasnya penulis akan

= Ibid., him. 136.
'8 bid., him. 135.
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mengemukakan beberapa definisi pembunuhan sengaja dari beberapa
ulama, antara lain sebagai berikut.
Abdul Qadir Audah mendefenisikan konsep pembunuhan sengaja

dalam kitabnya at- Tasyri’ al —Jina’iy al- Islam sebagai berikut:
Aab ol pudale ginall el 223 Ol gaiall aady S Oid=s (K
A ssload 58 dadll Y Olla il g oaualy ol JiEll Sla
seafa g lanlll
17 g_galj-z 3

Artinya:

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menganiaya yaitu
apabila membawa kepada kematian bagi korban, baik pelaku bermaksud
membunuh atau tidak. Dan dengan syarat perbudian itu terjadi dengan
cara bermain-main, atau perbuatan itu tidak dimaksudkan untuk menjadi
pengajaran dari orang — orang yang berhak memberi pengajaran.

Defenisi di atas sejalan dengan pendapat Imam Malik bahwa setiap
penganiayaan yang membawa kepada hilangnya nyawa orang lain, baik
hilangnya itu merupakan tujuan pelaku atau tidak, maka perbuatan
tersebut dikategoﬁkan keﬁada pembunuhan sengaja. Akan tetapi penulis
juga ingin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan
adalah di sini adalah memang dimaksudkan oleh pelaku dan apabila
penganiayaan yang menyebabkan kematian itu dilakukan dengan cara
bermain — main ataﬁ tidak diniatkan maka tidak termasuk dalam kategori

pembunuhan sengaja. -

¥ Abdul Qadir Audah, at- Tasyri’ al- Jina’iy al- Islam, juz li, Darul Arabi,

Mesir, 1959, him. 7
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Kemudian menurut konsep Sayyid Sabiq, ia mendefenisikan yang
dimaksud dengan pembunuhan sengaja sebagai berikut:
RN e hy Loy pal o seans sl (5 ISl 2l
4 J& 4
Artinya : :

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh
seorang mukallaf terhadap seorang yang darahnya terlindungi, dengan
alat yang menurut kebiasaan dipesddrakan dapat membunuh dengan alat
tersebut.

Dari defenisi tersebut di atas yang dibuat oleh para ulama, menurut
penulis cukup representatif untuk mewakili pendapat para ulama lainnya

yang tidak mungkin dapat dipaparkan seluruh pendapat ulama dalam

penelitian ini.

. Pengertian Ta’zir

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap apa itu ta zir,
maka penulis akan mengemukakan beberapa defenisi tentang fa zir dari
beberapa ulama, antara lain Abdul Aziz Amir dalam kitabnya at-Ta zir fi

al-Syariati al-Islami, menyatakan bahwa fa 'zir menurut bahasa adalah:
1 gl 52 M s 55 32l 3o s
Artinya :
Masdar dari az — zara dari az- zari yaitu menolak dan mencegah.

Sedangkan menurut istilah adalah:

' sayyid Sabiq, Figh Sunnah_Juz If, Darul Fikr, Beirut, 1971, him. 435.
¥ Abdul Aziz Amir, at- Ta’zir fi as- Syari’at al- Islamiyah, Darul Fikr al — Arabi,

Kairo, 1976M/1396H, him.52.
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Artinya:

Hukuman yang tidak ditentukan vkurannya merupakan hak Allah Swt
atau hak masyarakat, yaitu tiap — tiap perbuatan maksiat yang tidak ada
padanya had dan kifarat.

Abdul Qadir Audah dalam kitabnya al- Tasyri’ al-Jina’iy al-Islamy

«snendefenisikan fa zir sebagai berikut:
gl g g 5 ol agid o cpals ga 5l
215 e 1 ghe Lggh Y mg 531 g ool oo s 52
Artinya:

Ta’zir adalah pengajaran atas Fesalahan — kesalahan yang tidak
disyariatkan padanya hudud, yaitu pembunuhan atas kejahatan —
kejahatan yang tidak dihilangkan syariat, karena hal itu merupakan
hukuman yang sudah tertentu.

Dari defenisi di atas dapat dilihat bahwa pengertian ta’zir adalah
hukuman terhadap orang — orang yang melakukan kejahatan dan
hukuman itu tidak mempunyai ukuran tertentu sebagaimana hukuman
had dan kifarat. Sedangkan hukuman had yang sudah tertentu macam dan
jumlahnya 1tu terbagi kepada tujuh macam, yaitu: zina, gazaf, minum —
minuman keras, hirabah, murtad, pemberontakan, dan mencuri.

A.Hanafi dalam bukunya Asas — Asas Hukum Pidana Islam
menjelaskan sebagai berikut :

20 .
Ibid.,
# Abdul Qadir Audah, at- Tasyri’ al- Jind’iy al- Islam, Juz |, Darul Arabi, Mesir,
1959,him. 685
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Hukuman yang termasuk hak Tuhan adalah setiap hukuman yang
dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk
memelihara ketentraman masyarakat dan manfaat penjatuhan hukuman
tersebut akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.”?

Berdasarkan defenisi di atas bahwa hukuman fa’zir tidak
mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat atau ringannya
hukuman yang akan dikenakan atas pelaku kejahatan atau pelanggaran.

D1 lamn pihak Muhammad Abu Zahro mendefenisikan fa ’zir lebih
menekankan peran wulil amri dan gadi mujtahid dalam menetapkan
hukuman ta’zir bagi pelaku kejahatan. Sebagaimana yang terdapat dalam
kitabnya al — Ugubah sebagai berikut:

51 a8 gl g LI O pai ol Al il B2l a5 51l

o B agiaall alall g 1y e as el g
Artinya:

Ta’zir ialah sanksi yang tidak bertentangan dengan nas dari syara’
dan mengenai kadar hukumannya diserahkan kepada ulil amri dan gadi
mujtahid.

Defenisi yang dibuat oleh Muhammad Abu Zahro di atas tidak
memaparkan standar hukuman fa’zir secara jelas, akan tetapi lebih
ditekankan kepada kebijakan w/il amri maupun para qadi mujiahid dalam
menetap-kan hukuman 7a zir kepada pelaku kejahatan tersebut.

Para fugaha mengartikan fe’zir dengan hukuman yang tidak
ditentukan oleh Al-Qur’an dan hadits Nabi. Dan mereka juga sepakat

bahwasannya hukuman fa zir berfungsi untuk memberi pelajaran kepada

A Hanafi, Asas — Asas Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, him. 7
# M. Abu Zahro, al — Ugubah, Darul Fikri al — Arabi,t.t., him. 84.
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pelaku kejahatan dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan
serupa.

Dalam masalah penggabungan antara had dan ta’zir, pada
umumnya para ulama mem‘t;olehkan. Seperti dalam mazhab Hanafi
bahwasannya pezina yang gair muhsan dijilid seratus kali jilid lalu
dibuang selama satu tahun bila w/i/ amri menganggap padanya ada
kemaslahatan. Demikian juga halnya dalam mazhab Maliki dan mazhab
Syafr’1i, penggabungan antara hukuman had dan ta’zir diperbolehkan,
seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dan
menambabkan empat puluh kali jilid lagi jilid bagi peminum khamar.

Hukuman ta’zir diterapkan harus sesuai dengan tuntutan
kemaslahatan, dalam kaitan ini Prof. Drs. H. A. Djazuli mengutip sebuah
kaidah ushul figh yang berbunyi sebagai berikut:

# anliadllan ) sag s sl
Artinya :
Ta’zir itu sangat bergantung kepada tuntutan kemaslahatan.

Ta’zir yang merupakan bentuk hukuman yang tidak ditentukan
oleh Allah Swt, timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihad atau
diqisas, akan tetapi dikarenakan kurang memenuhi syarat untuk dihad
atau dengan perkataan lain hukuman ta’zir dapat timbul dari hukuman
gisas yang gugur karena dimaafkan, hal ini menurut pendapat Imam
Malik.

Adapun perbedaan antara hudud dan gisas bahwa hukuman gisas

secara etimologi yaitu:

2 il

* Prof. Drs. A. Djazuli,op.cit.,hlm. 162
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Artinya :
Mencegah.
Maksudnya ialah mencegah agar perbuatan itu tidak dilakukan
berulang — ulang dan agar orang lain juga tidak mengikutinya (preventif).
Sedangkan menurut pengertian terminologi adalah sebagai berikut:
26 Aladalll Ba caad 3y 08040 gle adly 2l
Artinya :
Had adalah hukuman tertentu yang merupakan hak Allah Swi.
Yang dimaksud dengan hak Allah Swt di sini adalah bentuk
hukumannya sudah tertentu, karena Allah Swt menetapkan jenis dan
ukurannya terhadap si pelaku. Seperti zina, qazaf, minum-minuman

keras, mencuri, merampok, murtad dan pemberontakan.

Adapun yang dimaksud dengan hukuman yang kedua yaitu gisas :
27 5 58llEs B 280 4y ge
Artinya : ;
Hukuman tertentu yang merupakan hak pribadi.

Bila kita perhatikan secara seksama antara had dan qisas
mempunyai kesamaan, persamaannya ialah sama — sama telah ditentukan
bentuk atau jenis hukumannya oleh Allah Swt. Sedangkan: perbedaanya
ialah dalam gisas Allah Swt memberi wewenang kepada manusia dalam

hal ini pihak keluarga korban untuk memaafkan si pelaku atau tidak, bila

* Abdul Aziz Amir, op.cit.,, him. 13
% ibid.
77 Ibid., him. 38
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pihak keluarga tidak memaafkan si pelaku maka hukuman gisas harus
dilaksanakan.

Dalam sejarah Islam, kita mencatat metode yang digunakan oleh
khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam memberlakukan hukuman ta’zir ini
vaitu dengan mengumpulkan fatwa - fatwa dari sahabat-sahabat serta
para tabi’in yang tinggal di Madinah kemudian menyeleksi mana yang
relevan dengan kondisi masyarakat pada waktu itu lalu dijadikan dalam
bentuk undang — undang, yang mengharuskan para qadi untuk
memutuskan suatu perkara sesuai dengan undang — undang Tersebut. Lain
halnya dengan khalifah Abu Ja’far Mansur, khalifah kedua Bani
Abbasiyah di samping beliau mengambil dari fatwa — fatwa para sahabat
dan tabi’in beliau juga meminta secara khusus kepada Imam Malik untuk
mengumpulkan hadits — hadits yang cogok dijadikan undang — undang
negara.

Demikianlah pengertian ta’zir yang penulis paparkan dari berbagai
aspek dan tinjauan, supaya dapat mendekatkan pemahaman kepada

pengertian ta’zir itu sendiri.

. Implementasi Hukuman Ta’zir Terhadap Pembunuhan

Bicara mengenai implementasi hukuman ta’zir terhadap pelaku
pembunuhan sengaja tidak terlepas dari ganun (undang — undang),
undang — undang dibuat oleh salah satu Institusi Negara, jadi berbicara
tentang tema dalam sub bab di atas haruslah menyertakan Negara scbagai
pelindung hukum. Bila dipahami secara seksama, dalam penerapan
hukuman ta’zir terhadap pelaku pembunuhan sengaja tentulah pihak
keluarga korban telah memaafkan, karena apabila keluarga korban belum

memaafkan tidak mungkin hukuman ta’zir diterapkan, karena seluruh
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ulama sepakat bila terjadi pembunuhan sengaja dan pihak keluarga
korban tidak memaafkan pelaku maka diberlakukan hukuman qisas
sebagaimana yang telah ditentukan oleh nas dalam pembahasan
sebelumnya.

Bila diperhatikan secara seksama inti dari pemberlakuan hukuman
ta’zir ini adalah rasa keadilan, akibat hilangnya nyawa manusia yang
tentunya tidak bisa bebas begitu saja tanpa adanya sanksi yang dikenakan
kepada si pelaku setelah dimaafkan pihak korban. Hal ini jugalah yang
mendasari pendapat Imafl Malik dalam memberlakukan hukuman ta’zir
terhadap pelaku pembunuhan sengaja setelah dimaafkan pihak korban.
Karena beliau mengatakan dalam masalah pembunuhan di samping ada
hak Allah Swt juga ada hak manusia. Akan tetapi harus diberlakukan
hukuman ta’zir atasnya yaitu dijilid seratus kali kemudian_dipenjara
sclama satu tahun. Karena masalah ta’zir ini sangat menuntut peranan
Negara dalam memberlakukannya, maka Negara yang mempunyai
kekuasaan memaksa, yang mesti diindabkan oleh semua rakyatnya
menjadi sangat penting dalam penerapan hukuman ta’zir ini melalui
undang — undang yang berlaku dalam Negara tersebut.

Imam Ibn Taimiyah dalam hubungan ini menjelaskan sebagai berikut :
Al 5 Ll cpall AL8 W il claad 5 adae ) il sl 43Y 5 )
5" o st Laalle yumi s Saallie gl 5 o ymally jolT o g (s
B_)LQ.‘}H} 3_55\_1‘}”‘533 :\f ! .Jj.l;.“d..@@‘_j J.sz‘jjl.@éj‘w 4_).;‘5“.&‘);-@
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Artinya :

% Dr. A. Karim Zaidan. Umat dan Negara Dalam Syari‘at fslam. Penerbit

Sharikat Dian Sendirian Berhad. Kota Baru Kelantan. 1978, him. 10
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Memimpin dan menguasai umat adalah antara kewajiban agama
vang terbesar. Tidak akan berdiri agama kecuali dengan kekuasaan itu.
Oleh karena Allah Swt telah mewajibkan untuk menyuruh kepada yang
baik, melarang dari yang mungkar, membela yang teraniaya, melakukan
Jjihad, melaksanakan hudud dan berlaku adil dalam menjatuhkan
hukuman, semua itu tidak akan terlaksana tanpa kekuasaan dan
pimpinan.

Dari penjelasan Ibnu Taimiyah di atas, beliau melihat korelasi
antara Negara sebagai pelindung undang — undang dengan kekuasaannya
vang bersifat imperatif (memaksa) dapat menegakkan hukum. Karena itu
Tbnu Taimiyah berpendapat hukum tidak bisa ditegakkan apabila tanpa
adanya undang — undang yang mengaturnya dan melindunginya oleh
Negara. P

Sebelum penulis memaparkan beberapa perbandingan hukum dalam
masalah penerapan hukuman ta’zir dari beberapa undang — undang
beberapa Negara, penulis ingin memberi gambaran bagaimana Rasulullah
Saw dalam menegakkan hukum, yang kemudian diikuti oleh para
sahabatnya, dalam hal ini menjadi contoh adalah Umar bin Khattab.
Dalam satu riwayat disebutkan para sahabat meminta kepada Rasulullah
Saw supaya Rasulullah Saw memaafkan seseorang pemuka masyarakat
untuk terhindar dari hukuman hudud yang akan dikenakan kepadanya,
melihat hal yang demikian Rasulullah marah sebagaimana hadits Nabi

yvang diriwayatkan dari Aisyah r.a berikut:
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Artinya:

Bahwasannya kehancuran yang dibuat oleh sebelum kamu ialah jika
seseorang diantara mereka dianggap mulia, mereka mengabaikannya,
dan jika seseorang yang lemah diantara mereka yang mencuri mereka
menegakkan hukuman had, demi Allah sekiranya Fatimah binti
Muhammad mencuri sungguh aku akan memolong tangannya.

Kemudian apabila kita lihat dari sejarah pemerintahan Umar bin
Khattab beliau menghukum anaknya yang sudah balig ketahuan minum
khamar dengan hukuman had sebanyak delapan puluh kali jilid.

Dari dua gambaran di atas, dapatlah kita mengambil faedah bahwa
dalam jinayah Islam prinsip keadilan (justice) dan persamaan hak di
depan hukum (equality before law) sangat dijunjung tinggi oleh Syariat
Islam. Karena hanya dengan keadilan dan persamaan hak di depan
hukum itulah hukum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang
mendambakan ketenangan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa hukum tidak akan

_tegak tanpa ada undang — undang yang mengatur dan negara scbagai
pelindung. Untuk itu di sini penulis akan menampilkan undang — undang
beberapa negara tentang pembahasan dalam sub bab ini yaitu tentang
implementasi hukuman ta’zir terhadap pelaku pembunuhan sengaja serta
beberapa pendapat ulama kemudian menghubungkan relevansinya

kepada Magasid as- Syari’ah.

* Muhammad bin Ismail al- Kahlani, op.cit., him.20
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Menurut undang — undang pidana Francis apabila si A memukul
atau melukai si B maka apabila si B langsung mati itulah yang
dinamakan pembunuhan, tapi apabila ada tenggang waktu antara
pemukulan atau meh.lkai si B dengan kematiannya maka tidaklah dapat
dikategorikan pembunuhan sengaja karena mungkin saja korban (si B)
memang terkena penyakit sebelumnya atau kesalahan dokter dalam
merawat luka si B. Jadi singkatnya menurut undang — undang pidana
Francis hanya perbuatan yang langsung menyebabkan kematian sajalah
yang dikategorikan pembunuhan sengaja.>

Menurut undang — undang pidana Inggris bahwasanya manusia
diminta pertanggungjawaban dalam masalah pembunuhan ini, baik itu
perbuatan yang menyebabkan kematian langsung si korban atau
perbuatan yang membuat kematian korban secara tidak langsung.

Menurut undang — undang pidana Yaman, bahwasannya perbuatan
yang menyebabkan kematian baik itu menyebabkan kematian langsung si
korban atau tidak merupakan syarat dalam pengklasifikasian suatu
pembunuhan.*’

Adapun menurut undang — undang pidana Mesir, tidak boleh-sebab
yang lain dimasukkan dalam salah satu sebab kematian korban apabila
sudah jelas natijah (premis) penyebab kematian dengan perbuatf;n vang
diluar penyebab kematian korban. Dengan kata lain apabila si*A
memukul atau melukai si B kemudian menyebabkan kematian si B maka
kita tidak boleh mengaitkan bahwa mungkin kesalahan si dokter yang

merawat korban atau pukulan yang menyebabkan kematian korban (si B)

* Ahmad Fatih Bihindisi,Mas’uliyah al — Jina’ly fi al- Figh al- Isiamy,. t.p.t.t.,
film,22
! Ibid., him.23

23



]

lemah. Jadi kesimpulannya dalam undang — undang pidana Mesir apabila
natijah (premis) penyebab kematian korban sudah jelas maka tidak boleh
mengaitkannya dengan hal lain.*?

Dari depenelitian tentang pembunuhan sengaja dalam kitab undang
— undang pidana beberapa negara yang menurut penulis cukup
representatif dalam memahami apa yang dimaksud pembunuhan sengaja.
Dari perbandingan undang — undang pidana beberapa di atas dapat
diambil point pentingnya yaitu pembunuhan sengaja terbagi dua yaitu :
Pembunuhan sengaja yang langsung membuat korban meninggal dunia.
Pembunuhan sengaja yang membuat korban meninggal dunia tetapi
karena penyebab tidak langsung yang mengakibatkan kematian korban.

Dalam memformulasikan konsep pembunuhan sengaja Imam Abu
Hanifah memberikan contoh sebagai berikut : —
Apabila seseorang mendorong orang lain ke dalam air yang rendah (tidak
dalam) atau kalau mau kita misalkan hanya sebatas Iutut kemudian orang
tersebut mati. Maka menurut Imam Abu Hanifah tidak dikenal hukuman
qisas atas pelaku, karena yang dapat membunuh atau yang dapat
menyebabkan kematian menurut kebiasaannya bukan hal yang di atas
tetapl dengan pukulan yang keras atau dengan benda — benda yang keras
seperti kayu, batu dan lain — lain.

Perlu diketahui bahwasannya pembunuhan sengaja memerlukan
banyak pertimbangan sebelum menjatuhkaﬁ hukuman. Tentu yang
dimaksud hukum di sini adalah hukuman ta’zir karena kalau yang
dimaksud gisas dan hudud sudah jelas bentuk hukumannya. Walaupun

sebenamya di dalam Al — Qur'an ada jarimah yang menurut

2 Ibid., him. 26
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pemberlakuan hukuman ta’zir atasnya seperti khianat, memakan riba dan
lain — lain.

Dalam penerapan hukuman ta’zir bagi pelaku pembunuban sengaja
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tidaklah mudah. Perlu adanya
formula yang jelas yang dituangkan dalam bentuk undang — undang.
Karena sulitnya mengklasifikasi suatu pembunuhan yang dikatakan
pembunuhan sengaja, sampai — sampai Dr. Qollili menyatakan
sesungguhnya undang — undang (ganun) tidak akan memberi sanksi atas
pembunuhan sengaja yang dilakukan dengan cara yang berliku

(mempunyai alibi yang kuat).
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BAB 111
PEMBAGIAN TA’ZIR DAN JENIS — JENIS
HUKUMANNYA

A. Pembagian Ta’zir

e S

Dalam jinayah Islam ta’zir dibagi beberapa bagian yaitu :
Ta’zir atas perbuatan maksiat.
Ta’zir untuk kemaslahatan umum.
Ta’zir atas perbuatan yang diperselisihkan.
Ta’zir Atas Perbuatan Maksiat

Dalam kategori perbuatan maksiat ini Abdul Qadir Audah
menjelaskan yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah -

P s L figle & yig il aline Ao jallie mlophsl

Slaad sl
Artinya :
Melaksanakan perbuatan — perbuatan yang diharamkan syari’at dan
meninggalkan perbuaian — perbuatan yang diwajibkan syari at.

Dari penjelasan yang diberikan oleh Abdul Qadir Audah di atas,
dapat dilihat begitu luasnya pengertian maksiat yaitu setiap perbuatan
yang diharamkan oleh syari’at untuk dilaksanakan dan meninggalkan
perbuatan — perbuatan yang diwajibkan syari’at. Akan tetapi tentunya
dalam batasan belum jelasnya nas — nas menjatuhkan had padanya karena
kalau sudah jelas had padanya maka wewenang ta’zir tidak ada. Contoh
perbuatan maksiat yang dapat dikenakan hukuman ta’zir atasnya karena
diharamkan melaksanakannya ialah memakan daging, menyebarkan

* Abdul Qadir Audah, at- Tasyri’ al- fina’iy al —islam, Juz |, Darul Arabi. Mesir,
1959, him. 128



fitnah, mencemarkan nama baik orang lain dan lain sebagainya.
Sedangkan contoh perbuatan yang diwajibkan mengerjakannya adalah
salat, zakat, menyampaikan amanat, berbuat adil dan lain sebagainya.
Ta’zir Untuk Kemaslahatan Umum

Pemberlakuan hukuman ta’zir demi kemaslahatan umum didasari
atas pemikiran demi kepentingan orang banyak. Jadi cara pandangnya
bukan lagi soal maksiat atau tidaknya suatu perbuatan akan tetapi dilihat
dari segi kepentingan (maslahat) yang lebih besar.

Suatu perbuatan, baik maksiat ataupun tidak dapat dilihat dari zat
dan sifatnya. Jadi dalam penerapan ta’zir kemaslahatan umum ini,
perbuatan tersebut memang dilihat dari segi zat akan tetapi dari segi
sifatnya dapat membahayakan ataupun melanggar kepentingan umum.

Abdul Qadir_Audah menjelaskan dalam kitabnya at- Tasyri’ al —
Jina’iy al- Islam bahwa perbuatan yang dihukum dengan hukuman ta’zir
itu tidak diharamkan karena zatnya. la hanya diharamkan karena sifatnya.
Jika didapati padanya sifat yang diharamkan itu, maka perbuatan tersebut
dibolehkan*® Sifat yang dijadikan sebab untuk dihukum pelakunya
adalah memudaratkan kepentingan umum atau peraturan umum.

Peraturan umum yang dimaksud adalah peraturan — peraturan yang
dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Siapa yang melanggar peraturan —
peraturan tersebut, maka hakim atau penguasa boleh menghukum
pelakunya dengan hukuman ta’zir yang disesuaikan dengan jenis
kesalahannya.

Contoh hukuman ta’zir untuk kemaslahatan umum seperti
menghukum orang — orang yang melanggar rambu — rambu lalu lintas,

yang hal ini tidak ada diatur dalam Al — Qur’an dan hadits. Memberi

** ibid...
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pengajaran kepada anak — anak yang tidak mau salat, dimana dalam hal
ini mereka sebenarnya belum wajib melaksanakannya.
Ta’zir Atas Perbuatan Yang Makruh _

Penulis telah menguraikan pada pe1nb~ahasan yang lalu, bahwa
hukuman ta’zir merupakan hukuman atau sanksi yang tidak ditentukan
dengan jelas dalam nas. Bentuk sanksinya diserahkan kepada penguasa,
karena itu penguasalah yang menentukan berat-ringannya hukuman pada
pelaku pelanggaran. Tentunya yang dimaksud dengan penguasa yang
menentukan berat-ringannya hukuman pada pelaku pelanggaran itu akan
dihukum sesuai dengan undang — undang yang berlaku.

Sanksi terhadap pelaku pelanggaran atas perbuatan yang makruh
biasanya yang ringan — ringan saja, karena itulah penulis tidak
menyebutkan kejahatan akan tetapi pelanggaran.

Contoh hukuman ta’zir atas perbuatan yang makruh ialah seperti
menghukum orang yang memakan makanan yang berbau tidak sedap dan
menganggu orang yang berada di sekelilingannya, mengambil harta milik

orang tua tanpa sepengetahuannya dan lain sebagainya.

Jenis — Jenis Hukuman Ta’zir

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukuman ta’zir
merupakan hukuman yang diberi wewenang kepada penguasa sebagai
pelaksana dalam menentukan ukuran dan jenis hukumannya. Karena itu
dalam pelaksanaan ukuran dan jenis banyak sekali mulai dari yang paling
ringan sampai hukuman yang paling berat atau mulai dari denda, penjara
sampal hukuman mati, yang dalam penetapan hukumannya disesuaikan
dengan kejabatan atau pelanggaran yang ia lakukan. Jadi untuk

mempermudah pemahaman terhadap jenis — jenis hukuman ta’zir, di sini
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penulis akan membuat klasifikasi hukuman ta’zir berdasarkan jenis —
Jjenis sanksi dalam hukuman ta’zir.

Adapun jenis - jenis hukuman ta’zir antara lain adalah:

. Hukuman Mati

Hukuman mati pada dasarnya tidak dapat dijadikan sebagai sanksi
hukuman ta’zir bagi pelaku kejahatan, disebabkan hukuman ta’zir
dilaksanakan untuk memberi pengajaran bukan untuk membinasakan.
Ketika sanksi hukuman ta’zir berbentuk hukuman mati, maka pengajaran
terhadap pelaku tidak berlaku lagi akan tetapi berubah menjadi tindakan
preventif supaya kejahatan tersebut tidak dilakukan orang lain. Memang
sanksi hukuman mati untuk memberi pengajaran juga akan tetapi
sasarannya bukan lagi kepada pelaku tetapi masyarakat pada umumnya.
Seperti pemberlakuan hukuman mati kepada orang yang kedapatan
membawa atau memiliki narkoba dalam kadar tertentu dalam undang —
undang Malaysia. Sebenarnya tujuan pemberlakuan hukuman mati dalam
kasus di atas tidak lain untuk mencegah bahaya yang lebih besar yang
akan timbul apabila hukuman mati itu tidak diberlakukan.

Walaupun pemberlakuan hukuman mati bertujuan sebagai tindakan
preventif akan bahaya yang lebih besar akan tetapi banyak juga pakar —
pakar hukum positif yang menentang dan mempersoalkan hukuman mati
dari segi etika kemanusiaan, mereka yang tidak setuju terhadap
pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan, antara lain: |
Hukuman mati adalah hukuman yang kejam dan mengerikan serta
mengingatkan kepada hukum rimba. _

. Hukuman mati tidak mampu memberantas jarimah, yakni pelaksanaan
hukuman mati tidak membuat orang lain jera untuk melakukan perbuatan

yang sama. Ketika seseorang membunuh sesungguhnya banyak faktor
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yang mendorong pelaku pembunuhan tersebut. Seperti kemarahan yang
tidak terkontrol, kebencian yang mendalam, balas dendam atau memang
senang melakukan kejahatan (psikopat).

. Hukuman mati bersifat abadi, artinya setelah dilaksanakan tidak bisa
berubah, jika kemudian hukuman tersebut tidak mempunyai dasar yang
kuat.

. Hukuman mati berlawanan dengan kebebasan orang, karena hidup
manusia milik pribadinya yang esensial. Oleh karena itu undang —
undang atau masyarakat tidak berhak untuk merampas hidupnya, karena
hidup tersebut bukanlah pemberian dari masyarakat.

Akan tetapi alasan — alasan di atas tidak bisa diterima sepenuhnya.
Karena bagaimanapun hukuman mati memberi dampak yang signifikan
sebagai pengajaran bagi orang lain yang ingin melakukap hal yang sama,
yang tujuan utamanya agar tercipta rasa aman di tengah — tengah

masyarakat.

. Hukuman Jilid

Dalam syari’at Islam kita mengenal hukuman jilid pada jarimah
hudud seperti pelaku zina gairu muhsan seratus kali jilid, qazaf delapan
puluh kali jilid, peminum khamar empat puluh kali jilid. Contoh yang
disebutkan tadi sudah jelas jumlahnya, akan tetapi yang dimaksud dengan
ta’zir hukuman jilid di sini, jumlahnya disesuaikan menurut undang —
undang yang dibuat oleh penguasa. Sekedar untuk memperluas cakrawala
di Singapura dalam kejahatan tertentu diberlakukan hukuman jilid
(cambuk) ini, seperti apabila seseorang kedapatan mengganggu privasi
orang lain misalnya, undang- undang Singapura memberlakukan
hukuman cambuk dalam batasan tertentu hingga diperkirakan dia tidak
mengulang perbuatannya.
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3.

4.

karena hukuman ta’zir diserahkan kepada hakim sebagai pelaksana.

Mengenai batasan jumlah hukuman jilid, menurut pendapat yang
mashur di kalangan para ulama tidak boleh jilid tersebut, alasan merecka
sebagaimana hadits yang menjadi sandaran Ibn Hazm dalam menolak
ta’zir pada bab I yang lalu, yaitu tidak boleh lebih dari seratus kali jilid.
Masalah ta’zir ini sepenuhnya ke tangan penguasa, maka apabila
dipandang perlu hukuman jilid boleh dilaksanakan lebih dari seratus kali.
Hukuman Kawalan (Penjara)

Salah satu bentuk sanksi hukuman ta’zir adalah penjara mengenai
pengertian penjara ini tidak terbatas padd penjara khusus yang beruangan
sempit, akan tetapi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim
yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir sebagai berikut:

“Bahwasannya penjara itu menahan seseorang dan mencegahnya dari
bertasarruf sendiri, haik itu di rumah, mesjid atau tempat lainnya.”
Lamanya masa kurungan diserahkan kepada hakim yang menentukannya,
35
Hukuman Pengasingan

Pada hukuman pengasingan pelaku kejahatan diasingkan ke daerah
lain yang bukan tempat biasanya ia tinggal mengenai tempat

pengasingannya tidak ditentukan, dengan pengertian bahwa pelaku

kejahatan dapat menentukan sendiri ke mana ia pergi selama ia tidak

melewati batas— batas daerah yang telah ditentukan oleh penguasa. Dan

lama pengasingan ditentukan oleh penguasa.

* Abdul Aziz Amir, at- Ta’zir fi as- Syari‘at al- Islamiyah, Darul Fikr al- Arabi,
Kairo. 1976M /1396H. him. 361
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6.

Hukuman Salib

Hukuman salib merupakan salah satu bentuk hukuman ta’zir.
Sanksi hukuman salib pada budud yaitu jarimah- jarimah (gangguan
keamanan) berbeda dengan hukuman salib yang ada pada ta’zir. Sanksi
hukum yang ada pada haribah tujuannya adalah untuk menghilangkan
nyawa pelaku kejahatan. Sedangkan sanksi hukuman salib pada ta’zir
hanya untuk pengajaran dan tidak sampai kepada penghilangan nyawa.
Sebagaimana yang dijelaskan A. Hanafi bahwa pada hukuman salib tidak
dibaréngi atau didahului hukuman mati, pelaku disalib hidup-hidup dan
tidak dilarang makan, minum dan tidak dilarang untuk salat, tetapi dalam
mengerjakan salat cukup dengan isyarat.
Hukuman Pengucilan

Sanksi hukuman pengucilan adalah_satu bentuk hukuman ta’zir
yang ringan, yaitu dengan memutuskan hubungan dengan pelaku
kejahatan, baik itu dari segi muamalah atau kekerabatan. Pelaku
kejahatan ketika dalam pengucilan tidak diajak berbicara dan dilarang
orang lain bergaul dengannya. Lamanya pengucilan ditentukan oleh
hakim berdasarkan pertimbangan kejahatan yang dilakukannya.
Hukuman Ancaman dan Teguran

Ancaman merupakan salah satu jenis hukuman ta’zir dengan syarat
bahwa ancaman itu tegas. Dalam ancaman itu biasanya dilakukan
terhadap pelaku pelanggaran-pelanggaran yang ringan, namun apabila
pelaku tetap melakukan pelanggaran maka penguasa atau hakim boleh
memberi hukuman yang lebih berat dari sebelumnya.

Teguran sering membuat orang sadar dari pelanggaran yang
dibuatnya. Oleh karena itu penguasa boleh menjatuhkan hukuman dalam
bentuk teguran terhadap pelaku pelanggaran. Contoh yang paling dekat
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dalam kehidupan kita sehari — hari ialah apabila kita terlambat membayar
listrik biasanya datang surat pemberitahuan supaya pemilik rumah
membayar tunggakannya sebelum pihak PLN mengambil tindaka}n
pemutusan aliran listrik ke dalam rumahnya.

Dari penjelasan di atas dapatlah dimengerti bahwa ancaman
ataupun teguran yang merupakan salah satu bentuk hukuman ta’zir

kadang — kadang efektif dalam mengurangi tingkat pelanggaran.

. Hukuman Denda

Hukuman denda merupakan sanksi hukuman yang berhubungan
dengan harta benda. Apabila seseorang melakukan kejahatan, ia bisa
dihukum dengan membayar denda atas kejahatan yang dilakukannya.
Jumlah denda yang dibebankan kepadanya diserahkan kepada putusan
hakim atau penguasa.

Mengenai cara pemberlakuan denda apabila tidak bisa dengan cara
baik — baik dapat juga dilakukannya dengan cara paksa. Apabila pelaku
kejahatan tidak mempunyai harta maka hal ini diserahkan kepada
penguasa atau hakim, apakah dipekerjakan sebagai pekerja sosial ataupun
dipenjara.

. Pandangan Ulama Terhadap Ta’zir

Ulama berbeda pendapat mengenai ta’zir ini, vang menjadi

perbedaan di antara mereka tentang ta’zir karena mereka berbeda — beda

dalam memandang hadits yang berbunyi sebagai berikut:
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Artinya :

Dari Ibn Said bin Yazid Habib dari Bakir bin Abdullah dari Sulaiman
bin Yaser dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah bin Abi Harda’
berkata dia:“Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda : Janganlah
memberlakukan hukuman jilid di atas sepuluh kali jilid kecuali pada had
yang telah ditentukan oleh Allah Swt.

Hadits di atas menyebabkan terjadinya polemik di antara mereka,
yang menjadi pokok masalah dalam matan hadits di atas. Apakah tidak
boleh menambahi jumlah jilid sebagaimana yang telah disebutkan hadits
di atas yaitu sepuluh kali atau tidak boleh menambahi jumlah jilid
sebagaimana telah disebutkan dalam hadits di atas.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak menambahi jumlah
jilidnya melebihi sepuluh kali jilid kecuali had yang sudah ditentukan
Allah Swt. Bahkan menurut ITbnu Abi Yahya dan Ibnu Abi Zaib tidak
boleh seseorang itu dihukum ta’zir melebihi tiga kali jilid, karena mereka
memandang dari segi adab.””

Menurut jumhur dari kalangan sahabat, tabi’in Imam Malik dan
Imam Syafi’i, boleh menambahi jumlah sepuluh kali jilid dalam
menetapkan hukuman ta’zir dengan alasan Umar bin Khattab telah

menjilid tukang emas yang memalsukan kadar emas sebuah cincin yang

** Muhammad bin Ismail al- Kahlany, Subul as- Safam, Juz |li, Maktabah
Dahlan,t.t., him. 37

¥ |mam Qusthalani, Syarah Shahih Bukhari, Juz VI, t.p.,t,t.,him.249
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bukan emas kemudian dicelupkan ke air emas. Kemudian Umar bin
Khattab menghukum seorang anak dengan hukuman melebihi vang
ditetapkan oleh had. Jadi alasan mereka yang membolehkan
Vm-elaksanakan hukuman ta’zir melebihi sepuluh kali jilid berdasarkan apa
yang telah Umar bin Khattab ijtihadkan. Imam Abu Hanifah membatasi
bahwasannya hukuman ta’zir sampai empat puluh kali jilid tidak boleh
lebih dari itu. Senada dengan Imam Abu Hanifah, maka jumhur dan
Imam Syafi’i mereka tidak mengatakan bahwasannya seorang hamba
dihukum dua puluh kali jilid, kemudian mereka mengatakan
bahwasannya seorang hamba dihukum dua puluh kali jilid, wanitanya
setengah dari dua puluh kali yaitu sepuluh kali, begitu juga wanita
merdeka setengah dari empat puluh kali vaitu dua puluh. Menurut
kalangan ulama Maliki bahwa hadits tersebut yang melarang menghukum
seseorang melebihi sepuluh kali jilid bersifat temporal kondisional yaitu
bersifat sementara dan hanya cocok dilaksanakan pada zaman itu.

Dalam pelaksanaan hukuman ta’zir ini para ulama sepakat
diserahkan kepada wlil amri (penguasa). Menurut mazhab Hanafi
penerapan hukuman ta’zir diserahkan kepada u/il amri termasuk batas
minimal dan maksimalnya.

Dalam hal ini harus tetap dipertimbangkan variasi hukumannya
sesual dengan perbedaan jarimah dan perbedaan pelakunya.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa jarimah (hukuman) ta’Zir yang
dilakukan itu berkaitan erat dengan jilid, maka jilid sesuai dengan
kejahatan yang diperbuat pelaku. '

Menurut ulama Hanafiyah dalam penerapan sanksi ini harus

diperhatikan stratifikasi manusia, yakni ada empat :
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. Asyraf al- Asyraf (orang — orang yang paling mulia), yaitu para ulama.
Mereka cukup diberi peringatan oleh hakim atau dimajukan ke meja
hijau. Dalam hal ini baginya sudah tentu pelajaran yang pahit.

. Al — Asyraf (orang — orang yang mulia), yaitu para pemimpin yang harus
diberi sanksi yang lebih berat daripada sanksi yang diberikan kepada
ulama, yakni bisa dengan peringatan yang lebih keras.

3. Al - Ausat (pertengahan), bisa dengan peringatan keras atau penjara.

. Al— Akhsa (rendah), bisa dengan penjara atau dijilid.*®

Kita ketahui bersama, bahwa masalah ta’zir ini adalah fasalah
yang sangat kompleks yaitu selain hukuman gisas dan tujuh macam
Jarimah yang telah ditentukan hadnya antara lain zina, qazaf, minum-
minuman keras, hirabah, murtad, pemberontakan dan mencuri. Karena
ta’zir ini tidak ditentukan Allah Swt bentuk hukumannya dengan jelas
maka menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam
memandang suatu jarimah, seperti dalam hal pembunuhan yang terjadi
antara dua orang yang berkelahi yang mengakibatkan kematian ialah
seorang di antara mereka. Maka menurut Imam Hanafi bahwa pelaku
pembunuhan dalam situasi perkelahian yang demikian tidak wajib digisas
tetapi dikenakan hukuman ta’zir. Karena menurut Imam Hanafi sulit
untuk membuktikan pelaku pembunuhan itu sengaja atau tersalah.
Karena beliau mensyaratkan hukuman qisas hanya pada pembunuhan
sengaja bukan pada pembunuhan tersalah atau semi sengaja. Sebab
menurut Imam Abu Hanifah kasus pembunuhan seperti dijelaskan di atas
adalah subhat, sedangkan syarat gisas itu harus pembunuhan sengaja,
tersalah atau semi sengaja makanya beliau mengambil jalan tengah yaitu

memberlakukan hukuman ta’zir bagi pelaku pembunuhan tersebut.

* Prof. Drs. A. Djazulli, Figh Jinayah, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, him. 219.
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Dalam masalah yang lain, seperti pembunuhan yang terjadi akibat
suruhan orang lain para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Yang
dimaksud dengan bentuk suruhan di sini adalah karena keterpaksaan.
Dalam kitab Ta zir fi Syari’ati al- Islamiyah karya Dr. Abdul Aziz Amir
disebutkan ada tiga pendapat mengenai pembunuhan yang terjadi akibat

suruhan orang lain yang memaksa pelaku untuk membunuh yaitu:

. Bila perintah untuk membunuh seseorang tersebut dilaksanakan pelaku,

maka pelaku dihukum ta’zir, hal ini pendapat dari Abu Daud, Abu
Hanifah. e
Jika pembunuhan tersebut tanpa adanya suruhan untuk membunuh,
misalnya seseorang hanya menyuruh pelaku untuk melukai tetapi pelaku
membunuhnya, maka bagi pelaku dilaksanakan hukuman gisas ,
sebagaimang menurut pendapat Imam Syafi’i. e
Bahwasannya keduanya pelaku pembunuhan dan yang menyuruh
dihukum dengan hukuman gisas, hal ini sesuai dengan pendapat Imam
Malik.*®

Dalam masalah pembunuhan yang dilakukan ayah terhadap
anaknya atau ibu terhadap anaknya. maka menurut Imam Hanafi, Imam
Syafi’i dan Imam as—Sauri tidaklah dihukum dengan hukuman gisas,
karena seorang ayah tidaklah membunuh anaknya menurut kebiasaannya,
jarang terjadi, yang demikian itu, subhat maka hindarilah hukuman gisas. _
Dan karena ayahlah yang menjadi sebab adanya anaknya, maka tidak
boleh meniadakan sebab. Ibu, nenek baik dari garis keturunan ayah atau
ibu, maka bagi mereka tidak ada hukuman qisas bagi mereka dengan

** Abdul Aziz Amir, op.cit., him. 72.
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sebab anak tersebut. Dan tidak sebaliknya apabila anak membunuhi ayah
atau ibunya.*

Dan menurut Imam Malik bahwasannya ayah, kakek atau siapapun
apabila melakukan pembunuhan, baik itu dengan pedang atau dengan
tongkat maka dikenakan hukuman gisas.

Memang dalam masalah pembunuhan Imam Malik paling keras
dalam menyatakan hukuman gisas, bagi beliau pembunuhan itu terbagi
dua yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan bukan sengaja. Jadi
Imam Malik tidak mengenal istilah pembunuhan semi sengaja
sebagaiman ulama yang lain.

Begitu juga dalam masalah pembunuhan baik dilakukan oleh ahli
waris, Imam Syafi’i berpendapat bahwa pelaku pembunuhan baik itu
sengaja maupun tersalah maka tidak dapat mewarisi kecuali bagi orang
gila dan anak — anak yang bagi mercka tidak dibebankan taklif atas
mereka.*! Di lain pihak para ahli Madinah (ulama- ulama Madinah)
menyatakan pelaku pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah tidak
dapat mewariskan diyatnya, akan tetapi dapat mewarisi seluruh hartanya
kepada ahli warisnya. "

Pada dasarnya seluruh ulama sepakat bahwa hukuman ta’zir baik
itu jenis, kadar maupun sifatnya diserahkan kepada wlil amri untuk
menerapkannya dan untuk memilih jenis, kadar dan sifat ta’zir yang
sesuai dengan tujuan ta’zir itu sendiri. Dalam penentuan jenis ta’zir yang

diserahkan kepada /il amri ulama Hanafiyah sepakat, hanya saja apabila

% Imam Syafi’i, al- Umm — Mukhtashar lil Imam Jalil Abi ibrahim Ismail bin
Yahya, Juz V, him. 154.

“ Ibid..

“ Ibid., him 75.
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jarimah ta’zimya berkaitan dengan jarimah hudud, maka jilidnya tidaklah
boleh melampaui batas had, dan bila sanksi jilidnya tidak berupa jilid,
maka terendah dan tertingginya diserahkan kepada ulil amri. _

Imam Mawardi menyatakan bahwa ta’zir itu berbeda dengan hudud
dalam tiga hal, yaitu:

. Memberikan sanksi ta’zir kepada orang yang baik-baik itu lebih ringan
daripada sanksi ta’zir kepada orang yang sering melakukan kejahatan,
sedangkan dalam hudud tidak ada perbedaan.

. Dalam hudud tidak boleh diberikan maaf, sedangkan dalam ta’zir ada
kemungkinan pemberian maaf.

. Had itu memungkinkan bisa menimbulkan kerusakan tubuh dan jiwa
terhukum, sedangkan dalam ta’zir terhukum tidak boleh sampai

_mengalami kerusakan itu.*?

Dikalangan mazhab Malikiyah menegaskan wewenang hakim
meliputi macamnya dan kadamya. Jadi hakim dapat memilih salah satu
macam hukuman yang menurut ijtihadnya munasabah, bahkan dapat
melampaui batas sanksi hudud, baik jilid maupun hukuman buang, bila
tuntutan kemaslahatan memang melampaui batas had.

Dikalangan mazhab Hanbali dan sebagian ulama Syafi’iyah apabila
si terhukum itu seorang residivis dan hukuman had tidak memberikan
daya_represif baginya, maka wulil amri boleh menjatuhkan kepadanya
hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati agar tidak
membawa mudarat kepada manusia. Meskipun di kalangan mazhab
Syafi’iyah ada yang mengatakan bahwa hukuman mati itu suatu sanksi
berkaitan dengan siyasah untuk menjaga kestabilan dan keselamatan

negara, kelangsungan pemerintah dan untuk menghindari kemafsadatan

“ prof. Drs. A. Djazulli, op.cit., him.221.
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di muka bumi. Ini semua berkaitan dengan ulil amri, bukan qadi di
pengadilan.

Dari pendapat — pendapat di atas, jelaslah ta’zir itu merupakan
hukuman yang diserahkali kepada ulil amri, khususnya hakim yang
menjatuhkan hukuman. Hakimlah yang menentukan suatu hukuman yang
dapat memberikan pengaruh preventif, represif dan edukatif terhadap si
terhukum dengan tepat mempertimbangkan keadaan pelakunya,

Jarimahnya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kejadiannya.

. Pengertian Ta’zir Terhadap Pelaku Pembunuhan Sengaja Menurut
Pemikiran Imam Malik

Pada dasarnya perbuatan — perbuatan menghilangkan nyawa orang
lam  dihukum dengan hukuman qisas, akan tetapi dalam
mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan nyawa
manusia tersebut pada umumnya para ulama membagi kepada tiga
macam pembunuhan yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi
sengaja dan tersalah. Jadi hanya pada pembunuhan sengaja sajalah
seluruh ulama sepakat dalam pemberian sanksi hukuman gisas. Penulis
menjelaskan mengenai pembunuhan yang termasuk pembunuhan sengaja:
menurut pemikiran Imam Malik disebabkan Imam Malik berlainan
dengan ulama-ulama lain mengenai kategori pembunuhan. Imam Malik
membagl pembunuhan kepada dua bagian yaitu pembunuhan sengaja dan
pembunuhan tersalah. |

Imam Malik tidak menyebutkan satu persatu perbuatan yang
termasuk pembunuhan sengaja, ia hanya menjelaskan beberapa contoh

saja yang dapat mewakili contoh lainnya.
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Di dalam kitab a/ — Muwatta’ Imam Malik menyatakan:
sla )y slliazda I Clialdida i Batedas cadialY L;lﬂ Yl
M aliaillagg g deallpe @lljle g Cilad) dacdy juiagh ja
Artinya :

Perkara yang tidak ada perbedaan di antara kami, sesungguhnya
seseorang apabila memukul orang lain dengan sebatang tongkat atau
melemparinya dengan batu atau dia memukulnya dengan sengaja lalu
orang tersebut meninggal dunia karena perbuatan tersebut, maka hal itu
termasuk pembunuhan sengaja dan pelakunya dikenai hukuman gisas.

Jadi bagaimanapun cara melakukan pembunuhan tersebut, asalkan
perbuatan tersebut biasanya menurut akal dapat menghilangkan nyawa
orang lain maka perbuatan tersebut dikategorikan pembunuhan sengaja
dan dihukum dengan hukuman gisas. -

Dalam suatu perkelahian, apabila terjadi penganiayaan terhadap
lawannya walaupun pada mulanya tidak diniatkan membunuh lawannya
maka hal ini Imam Malik memberi komentar dalam kitabnya, sebagai

berikut: :
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Artinya :

“ Abi Abdullah bin Abdul Baqih, Muwafta’i:;f Imam Malik, Juz V, Maktabah
Mustafa, Kairo, Mesir, him. 174,

* Al-Haj Muhammad Qadi Saasi al — Maghrbi, al- Tunisi, Mudanatul Kubra li
Imam Malik bin Anas, al- Suudah Mesir,1323 H, him. 108.
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Pembunuhan sengaja adalah bahwa seseorang sengaja memukul
orang lain hingga melayang jiwanya, dan termasuk pembunuhan sengaja
Jjuga bahwa seseorang memukul orang lain dalam suatu perkelahian di
antara dua pihak, kemudian ia berpaling dari perkelahian itu dan ia
(vang dipukul) masih hidup, maka mengiringi (membawa) pemukulan itu
kepada kematian.

Dari komentar Imam Malik di atas, penganiayaan yang dilakukan
seseorang terhadap orang lain apabila menyebabkan kematian maka
dapat diklasifikasikan kepada pembunuhan sengaja d&n diberi sanksi
hukuman gisas

Dalam masalah pembunuhan yang dilakukan massa (jama’ah)
terhadap seseorang yang menjadi korbém maka dalam hal ini Imam
Malik juga berpendapat konfroversignal dengan pendapat — pendapat
imam-imam yang lain. Hal ini dikutip dalam kitab a/ — Ugubah sebagai
berikut: :

Diwajibkan qgisas bagi massa (jama’ah) yang terbukti membunuh.*®

Dalam menghukum pelaku pembunuhan tidaklah serta merta hakim
menghukum tertuduh melainkan dengan bukti yang kuat baru hakim
dapat memutuskan tertuduh bersalah atau tidak. Pembunuhan yang
dilakukan oleh massa sebagaimana pendapat Imam Malik di atas
diwajibkan dikenakan gisas terhadap pelaku dalam hal ini massa. Karena
dalam jinayah Islam prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi oleh sebab
itu dalam masalah pembunuhan baik itu yang dilakukan satu orang atau
lebih, maka tertuduh tetap memperoleh hak untuk membela diri, apabila
suatu pembunuhan dituduhkan terhadap massa terhadap seorang korban
maka apabila tertuduh dalam hal ini massa harus bersumpah yang

* Muhammad Abu Zahro, al- Uqubah, Darul Fikr Arabi,. t.t., him. 426,
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diwakili lima puluh orang apabila lebih dari lima puluh orang yang
masing — masing dari mercka bersumpah dengan mengucapkan nama
Allah Swt bahwasannya mereka tidak bermaksud membunuh korban
sebanyak lima puluh kali sumpah. Dan apabila tertuduh hanya seorang
cukuplah tertuduh tersebut bersumpah sebanyak lima puluh kali sumpah
pula.

Akan tetapi menurut Imam Malik sumpah tersebut apabila
pembunuhan itu dalam kategori tersalah dan apabila pembunuhan
tersebut dalam kat€Bori pembunuhan sengaja maka tertuduh wajib
digisas.

Mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh wanita, Imam Malik
dalam masalah sumpah pembelaan diri menyatakan bahwa sumpah itu
dapat dilakukan apabila pembunuhan tersebut pembunuhan tersalah
apabila dalam kategori pembunuhan sengaja maka wajib gisas.
Sebagaimana pendapatnya yang berbunyi :

7 eally e laallaclid  sana ag
Artinya :
Bagi mereka (wanita) sumpah dilakukan dalam kategori pembunuhan
tersalah bukan pembunuhan sengaja.

Jadi Imam Malik memberikan status yang sama di antara pria dan
wanita dalam masalah pembunuhan ini. Di atas disebutkan bahwa Imam
Malik membolehkan sumpah sebagai hak untuk membela sebagaimana

perkataannya sebagai berikut :

# ade ol te ol

& Majalah Tiga Bulanan, Majallatu al- Bu’usu al — Islamiyah, Arab Saudi,
1388, hlm. 112
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Artinya :
Akan tetapi bagi tertuduh adalah sumpah (untuk membela diri).
Seperti kebanyakan imam-imam yang lain, Imam Malik yang
mensyaratkan lima puluh kali sumpah terhadap tertuduh pembunuhan.
Dasar hukumnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Daud yang
berbunyi :
Olngsd e axdalile ladl yo Ao cpualiian
Onda el JB maad faadl joe 4els 0 adueli il asl
- Jlaa 4d ellyf 4 < aa_].m s R | PSR PR TRV R TR Y g1 Lty
5 050 oIl gl 516 9 Semlm 8 e oty (foals o1
2B 1aa e alac ) ey siag 88 3 gl a8 Lad) (paalicall (pe 2ad
4 sdieya A.I.L.a&ﬁ.“ a\.)jﬁ'l_gg‘.é?.ﬁu 9alA L8 el agial g yiald
Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali bin Rasid, telah
mengkhabarkan kepada Bani Hasyim dari Abi Hayyan Taimi, telah
mengkhabarkan Ibayah bin Rafa’ah dari Rafi’ bin Khodij berkata dia -
Telah membunuh seorang laki — laki dari golongan Ansor di Khaibar,
maka para pemuka mereka mengadukan hal tersebut kepada Nabi, maka
mereka menceritakan kronologinya kepada Nabi, maka berkata dia
(Nabi) : Apakah kalian mempunyai dua orang saksi yang menyaksikan
pembunuhan atas sahabat kalian itu? Mereka berkata, Ya Rasulullah

lidak ada seorangpun dari golongan kaum muslimin melainkan mereka

golongan Yahudi dan mereka bersikap apatis bahkan atas kejadian

* Ibid..
AL Kahlany, op.cit., him. 94.



(pembunuhan yang lebih sadis daripada yang lain) maka berkata ia
(Rasulullah) : Pilihlah di antara mereka (Yahudi) lima puluh orang
kemudian suruh mereka bersumpah, lapi mereka menolak (perintah
nabi), maka Nabi Saw membinasakan (kaum Yahudz)i

Sebagaimana kita ketahui bersama, Imam Malik sangat tegas dalam
menetapkan hukum khususnya masalah pembunuhan ini. Menurut
pendapat beliau pelaku pembunuban tidaklah bebas begitu saja apabila
telah dimaafkan oleh pihak korban, karena di samping hak manusia
terdapat juga hak Allah Swt. Atas dasar pemikiran demikianlah Imam
Malik mewajibkan ta’zir terhadap pelaku pembunuhan vang telah
dimaafkan pihak korban. Sebagaimana perkataan Imam Malik yang
dikutip Abdul Qadir Audah sebagai berikut :

L&mjwhaﬂiéjﬁ.al&lsi oS QAN ey o lile an g
M il g e alls 4l lae Lagh it Y1 0 i
paladilealad) g Aieaal (postldy el 5 S0 (5 s AN aclads

30

Artinva :

Mewajibkan Imam Malik bahwa dihukum pelaku pembunuhan
dengan hukuman ta zir selama tercegah atau gugur gisas darinya karena
suaty sebab. Gugurnya itu bukan karena kematian. Baik diyamya tetap
atau digugurkan oleh yang lain dan ia berpendapat bahwa hukumannya
adalah penjara setahun dan dijilid seratus kali jilid

Dari penjelasannya di atas Imam Malik mencoba menawarkan suatu
solusi alternatif terhadap pembunuhan sengaja yang tidak dikenai gisas

atau gugur gisasnya maka Imam Malik menawarkan hukuman ta’zir bagi

*® Abdul Qadir Audah, op.cit., him.183.
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pelaku pembunuhan karena hal ini akan membawa kepada kemaslahatan

umuim.

Hal senada diungkapkan oleh Abdul Aziz Amir dalam kitabnya sebagai
berikut :
Al 5 4 sy Lasciny (salllaee JH8L 5 5285l 3
7 dalias 4l so 35y Adialicpnialid
Artinya :

Sesungguhnya aku berpendapat dihukum ta’zir terhadap pelaku
pembunuhan yang sudah dimaafkan dari qgisas dengan menghubungkan
kepada kejahatannya dan keadaannya, maka ini adalah peraturan yang
bagus yang membawa kemaslahatan.

Hukuman ta’zir terhadap pelaku pembunuhan sengaja yang bebas
dari gisas merupakan manifestasi dari kemaslahatan masyarakat sehin_gga
masyarakat lebih merasa terlindungi dari terayomi oleh hukum. Karena
tujuan dari pemberlakuan hukuman ta’zir terhadap pelaku pembunuhan
yang gugur dari gqisas menurut Imam Malik agar terciptanya
keseimbangan (balancing) antara hak Allah Swt dan hak manusia. _

Memang hanya ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa sanksi
ta’zir yang berupa jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.
Alasan mereka karena Umar bin Khattab telah menjilid Muin Za_idah
yang memalsukan stempel baitul mal dengan 100 kali jilid. Juga Imam

Ali pernah menjilid orang yang minum khamar pada siang hari bulan

> Abdul Aziz Amir, op.cit., him. 164.
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Ramadhan dengan 80 (delapan puluh kali) jilid dan ditambah dengan 20
(dua puluh kali) jilid sebagai ta’zir berbukanya puasa.

Sesungguhnya dalam hal ini harus dilihat kasus jarimahnya.
Sebagai contoh bila jarimahnya itu adalah percobaan perzinaan, maka
hukuman ta’zirnya sebanyak kurang dari 100 (seratus) kali jilid. Sebab
jarimah zina yang memenuhi rukun dan syaratnya dijatuhi hukuman
maksimalnya (bagi gairu muhsan) 100 (seratus) kali jilid. Adapun
Jarimah — jarimah lain yang sanksi hadnya bukan jilid sebagai ta’zir,
maka barang tentu bila ulil amri akan menjatuhkan hukuman jilid sebagai
ta’zir, maka yang harus dipertimbangkan adalah kemaslahatan bagi si
pelaku jarimah dan juga bagi masyarakat.

Imam Malik dalam masalah sanksi hukuman penjara setahun di
samping hukuman jilid 100 (seratus) kali jilid bagi pelaku pembunuhan
sengaja setelah gugur gisasnya berdasarkan tindakan Umar sebagaimana
yang telah disebutkan di atas. Tindakan Utsman bin Affan khalifah ketiga
yang memenjarakan Zhabi’ bin Harits, seorang pencopet dari Bani
Tamim. Serta tindakan Ali bin Abi Thalib sewaktu menjabat khalifah
telah memenjarakan Abdullah bin Zubai di Mekkah dalam menahan
seseorang tertuduh dalam suatu kejahatan untuk menunggu proses

persidangan.
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BAB IV
HUKUMAN TA’ZIR TERHADAP PELAKU
PEMBUNUHAN
SENGAJA YANG TELAH DIMAAFKAN

A. Pandangan Imam Malik Terhadap Ta’zir dan Alasannya

ML By e #e

Imam Malik dalam masalah hukuman ta’zir terhadap pelaku
pembunuhan sengaja setelah dimaafkan pihak_l{orban memang berbeda
dengan kebanyakan wulama- ulama lain. Ketika Imam Malik
mengharuskan hukuman ta’zir kepada pelaku pembunuhan yang gugur
gisasnya, banyak ulama-ulama yang menentangnya di antaranya yang
paling keras menyuarakannya ialah Ibn Hazm yang dengan lantang
menyatakan bahwa Imam Malik menetapkan hukuman tidak berdasarkan
apapun, baik itu Al-Qur’an, Hadits maupun kebiasaan dari para sahabat
Nabi. Jadi apabila kita telaah dengan seksama dasar pemikiran Imam
‘Malik menetapkan hukuman ta’zir bagi pelaku pembunuhan yang gugur
dari qisaé maslahat. Karepa itu hirarki hukum yang ditawarkan oleh
Imam Malik ialah :

Al— Qur’an

Sunnah

[jma’ sahabat
Maslahat al — Mursalah

Kebiasaan Ahlul Madinah.

Jadi bagi Imam Malik maslahat al —~mursalah ini peringkat keempat
setelah 1ijma’ sahabat sebagai sumber penetapan hukum islam.
Sebagaimana istihsan Imam Hanafi atau istihsahmya Imam Malik,

maslahat mursalah bagi Imam Malik sedemikian urgennya sehingga
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dalam setiap menetapkan hukum apabila tidak terdapat ketetapan yang
jelas di dalam nas, baik itu Al — Qur’an dan Sunnah, maupun Ijma’ para
sahabat. Maka Imam Malik menitikberatkan dari segi maslahat al
mursalahnya. Contohnya saja dalam masalah hukuman terhadap pelaku
pembunuhan yang gugur dari gisas, Imam Malik mewajibkan hukuman
ta’zir di jilid seratus kali jilid kemudian dipenjara selama setahun. Hal ini
vang kemudian yang diserang Ibn Hazm yang menuduh Imam Malik
tidak mempunyai dasar hukuman yang kuat dalam menetapkan hukum.
Imam ®Malik dalam menetapkan hukuman ta’zir banyak
mendapatkan kritikan dari para ulama, alasan mereka menolak pendapat
Imam Malik karena beliau telah mengabaikan suatu ketentuan yang
termaktub dalam Al — Qur’an yang membebaskan pelaku pembunuhan
setelah dimaafkan pibak korban atau apabila telah mensyaratkan diyat
dalam kemaafan dari pihak korban kepada pelaku. Dengan demikian
apabila sudah dimaafkan otomatis pelaku bisa langsung bebas, hal itu
apabila kita memahami surat al — Bagarah ayat 178 yang berbunyi :

S5 sl Sl SAR BAN R 8 el e (R S
Gl G

LAl ) 213l %_aj;;.:jtf SUME 5 4l e A (38 (b

-

Artinya :

Hai orang —orang yang beriman diwajibkan atas kamu gisas
berkenaan dengan orang — orang yang dibunuh, orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka

barangsiapa yang mendapat kemaafan dari saudaranya hendakiah ia
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mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah ia membayar diyat
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.*

Jadi dalam ayat di atas terjadi dua penafsiran yang berbeda antara
Imam Malik dan para ulama yang menentang khususnya Ibn Hazm yang
penulis tampilkan dalam penelitian ini. Bila Jmam Malik memahami ayat
di atas adanya hak Allah Swt di samping hak manusia. Oleh sebab itu
pelaku pembunuban yang gugur dari gisas tidak bisa langsung bebas,
akan tetapi dihukum dengan hukuman ta’zir seratus kali jilid dan penjara
satu tahun. Sebagaimana disebutkan di atas para ulama yang menolak
pendapat Imam Malik dalam hal ini diwakili oleh Ibn Hazm lebih
menekankan pada tekstual ayat. Ditambah lagi ada hadits Nabi yang
berbunyi :

Olatbie o dlllae i Sy e (b G2 08 2 (il e

Al gy OIS JE 33 5 p 4l de o ilacn s sl e Sl (o

2 a3 allly i e 2n 5 Vioals yite (5 giolas ¥ Iy palia
Artinya :

Dari Ibn Said bin Yazid Habib dari Bakir bin Abdullah dari Sulaiman
bin Yaser dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah bin Abi Harda
berkata dia: “Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda : Janganlah
memberlakukan hukuman jilid di atas sepuluh kali jilid kecuali pada had
vang telah ditentukan oleh Allah Swt.

Hadits inilah menjadi landasan hukum yang kuat bagi mereka yang
menolak pendapat Imam Malik, akan tetapi dengan mengajukan alasan

= Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya,
Gema Risalah Pers, Bandung, 1989, him. 43
** Muhammad bin Ismail al — Kahlany, Subul as- Salam, Juz I, Maktabah

Dahlan,.t.t.,him.231
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ma’nawiyah (substansial : maslahat) Tmam Malik merasa jauh lebih
kuat.

Pembunuhan yang dihukum denga_m hukuman ta’zir tidak hanya
ditetapkan bagi orang vang dimaafkan, aka;n tetapi juga ditetapkan bagi
pelaku pembunuhan yang gugur dari hukuman qisas dari pelaku. Hal ini
disebabkan pada pembunuhan ada hak masyarakat yang dilanggar. Abdul
Qadir Audah mengutip dari kitab Mawahib al — Jalil tentang hal ini
sebagai berikut:

aic b aliail) c_éALoiSl 2 30 el sl o) Ellle s o
alaall Cafaed a9 Laada D gally ada fidae Lad Lot W1 Qe

sl el g el (Sl 5 05 @AY AGLEL
54 gals adlaaladl
Artinya:

Mewajibkan (Imam Malik) bahwa dihukum pelaku pembunuhan
dengan ta’zir selama tercegah atau gugur gisas darvinya karena suatu
sebab dari beberapa sebab gugurnya itu digugurkan oleh orang lain dan
ia berpendapat bahwa hukumannya adalah penjara selama setahun dan
seratus kali jilid.

Mengenai hal ini beberapa ulama berkomentar tentang hukum
ta’zir yang ditetapkan bagi pelaku pembunuhan sengaja dan sependapat
dengan Imam Malik antara lain Abdul Aziz Amir sebagaimana yang ia

kemukakan dalam kitabnya sebagai berikut :

* Muhammad Tsakir, al- Muhalia Ibn Hazm, Juz l, Darul Fikr, Beirut,

Libanon,1970,hlm,403
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Artinya ?

Sesungguhnya aku berpendapat, dihukum ta’zir pelaku pembunuhan
yang sudah dimaafkan dari gisas, dengan menghubungkan kepada
kejahatannya dan keadaannya, maka ini adalah peraturan yang baik,
yang membuat kemaslahatan.

Dari beberapa pendapat di atas dilihat bahwa pembunuhan sengaja
yang tidak dikenakan qisas, baik karena terhalang qisas atau gugur qgisas
dihukum dengan hukuman ta’zir. Imam Malik menetapkan bentuk
hukumannya berupa jilid dan penjara selama setahun. Sementara ulama
lain tidak menyebutkan bentuk hukuman ta’zir yang dikenakan kepada
pelaku pembunuhan sengaja.

Syar1’at Islam sudah menetapkan hukuman — hukuman tertentu bagi
pelaku kejahatan. Hukuman- hukuman itu dapat diketahui oleh manusia
melalui peraturan-peraturan yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadits
merupakan sumber hukum utama yang dipegang oleh para mujtahid
dalam menetapkan suatu hukum.

Banyak firman — firman Allah Swt yang-melarang menusia
membunuh manusia lainnya dan banyak pula ancaman:a.ncanian yang
ditetapkan Allah Swt baik di dunia maupun akhirat. Di antara firman
Allah Swt yang berhubungan dengan larangan _membunuh manusia
lainnya dan ancaman yang diberikan kepada pelakunya, éntara lain

sebagaimana yang terdapat dalam surat al — Isra’ ayat 33 yang berbunyi :

> Abdul Aziz Amir, at- Ta’zir fi as- Syari’at al- Islamiyah, Darul Fikr al — Arabi,
Kairo, 1976 M/ 1396 H, him.164.
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Caalyyid 2o b i v

Artinya :
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah Swt
(membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.
Ayat yang berhubungan dengan hukuman Allah Swt di akhirat
kelak di antaranya adalah surat an — Nisa’ ayat 93 yang berbunyi :

Aaly adle M) Cumé 5 AN 3510540 1A% Ul O

&R
7 Lalae Glae A 3y

Artinya :

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,
maka balasanya ialah neraka Jahannam kekal ia di dalamnya dan Allah
murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar
baginya. :

Adapun hukuman yang dilaksanakan di dunia terhadap pelaku
pembunuhan khususnya pembunuhan sengaja, Imam Malik menetapkan
berdasarkan firman Allah Swt, di antara surat al —Bagarah ayat 178 yang
berbunyi : '

Yy el By HA0G Al B s Salial e (oK S
&l i g

*® Depag R, op.cit., him.429.
" Ibid., him 136
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Artinya :

Hai orang — orang yang beriman diwajibkan atas kamy gisas
berkenaan dengan orang — orang yang dibunuh, orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka
barang siapa yang mendapat kemadfan dari saudaranya, hendaklah ia
mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah ia membayar diyat
kepada yang memberi maaf dengan cara yah!‘.gr baik pula dan hendaklah
ia mengikuti dengan cara vang baik pula dan hendakiah yang diberi
maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik _
pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan
rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya
siksa yang sangat pedih.>®

Dalam memahami ayat Al-Qur’an di atas, tidaklah secara parsial
tetapi secara menyeluruh (global) sehingga menempatkan azas persamaan
di depan hukum (equality before the law), hal ini dapat kita jumpai dalam
kitabnya yang memaparkan pendapat Imam Malik dalam memahami ayat

Al- Qur’an surat a] — Baqarah ayat 178 di atas sebagai berikut : a
P S 8 J6 ey s Aeielld 5 oLl 5 Jan ey sl pabosil
Artinya :

* Ibid., him 43
* Abi Abdullah bin Abdul Bagih,Muwatta’ lil Imam Malik, juz V, Maktabah
Mustafa, Kairo, Mesir, him. 176
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Dan qgisas juga berlaku baik itu diantara laki — laki dan wanita yang
demikian karena Allah telah memulickan (manusia), sebagaimana
berkata (Allah) dalam kitab-Nya dan kami telah wajibkan.

Dalam masalah pembunuhan sengaja, Imam Malik menetapkan
hukum bagi pelaku pembunuhan, ia juga menetapkan hukuman bagi
orang yang membantu pelaku dalam melaksanakan pembunuhan.
Sebagaimana perkataan Iman Malik dalam kitab o —Muwatta’ sebagai
berikut :

T (¥ il g Lee (o puallay juladl 43ls 5 4Suaal 5l
YA a9 148 y=alladl Elisaafi 8lay o 'JHEN A5 416N see
60 Jiallagde 48w

Artinya : pis

Dan jika dia memegang (korban), sesungguhnya dia (pelaku) ingin
memukul sebagai yang lazim manusia lakukan dalam memukul tidaklah
dilihat sesungguhnya yang demikian sengaja, dan sesungguhnya dia
(pelaku) membunuh, maka sesungguhnya pelaku melakukan pembunuhan
dan diberikan sanksi lerhadap yang memegang (membantu pembunuhan)
sanksi yang berat dan dipenjara selama setahun karena dia memegang
(membantu) karena bukan dia yang melakukan pembunuhan (hanya
membantu). i

Jadi dalam kasus di atas bagi orang yang membantu suatu
pembunuhan dalam artian ikut memegangi korban kemudian pelaku
memukulnya hingga tewas. Imam Malik menetapkan hukuman ta’zir atas

orang yang membantu suatu pembunuhan dengan hukuman penjara

 Auzarul Masalik, Muwatta” Malik, juz XIiI, Darul Fikir, Beirut, Libanon,t.t.,

him 131.
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setahun. Bila kita perhatikan secara seksama ada kemiripan hukuman
ta’zir antara orang yang membantu suatu pembunuhan dengan hukuman
bagi pelaku pembunuhan sengaja setelah dimaafkan oleh pihak kch}arga
korban. Walaupun ada tambahan hukuman jilid seratus kali bagi pelaku
pembunuhan yang gugur dari hukuman qisas.

Bagi Imam Malik dalam masalah pembunuhan terdapat hak Allah
Swt dan hak manusia, karena itu walaupun suatu pembunuban telah
dimaafkan pihak korban Imam Malik tetap menetapkan hukuman ta’zir
bagi pelaku, karena masih ada hak Allah Swt yang harus ditegakkan atas
hilangnya nyawa manusia yang dimuliakan Allah Swt dengan cara
menetapkan sanksi hukuman ta’zir bagi pelaku pembunuhan yang gugur
dari hukuman gisas.

Ketegasan Imam Malik dalam menetapkan hukum dalam masalah
pembunuhan, dapat kita lihat dalam pendapatnya mengenai pembunuhan
vang dilakukan pelaku yang sedang mabuk. la tetap memberlakukan
hukuman qisas bagi pelaku tersebut. Walaupun banyak ulama — ulama
lain yang menggugurkan sanksi hukuman atas pelaku disebabkan hadits

Nabi sebagai berikut :
= (-Jill EJ _d«l:!ez_‘iag_uﬂ = 1.@_1&:4_!.“{“5;.4‘)4.&;.1\_:: =
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Artinya : _
Dari disyah r.a Nabi Saw bersabda : Diangkat kalam dari tiga hal,
dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan

dari orang gila hingga ia waras.

* Al- Kahlany, op.cit., him. 180



Alasan Imam Malik menetapkan hukuman qisas bagi orang yang
mabuk atas dasar maslahah, karena apabila dengan alasan mabuk yang
merupakan perbuatan maksiat_ itu si pemabuk tadi melakukan zina,
mencuri dan banyak kesalahan igiinnya tentunya apabila dengan alasan
hilang akal (mabuk) seseorang bebas sari tuntunan hukuman tentulah
akan menimbulkan mafsadah (kerusakan) di dalam kehidupan
masyarakat. Karena Imam Malik sering ;menempatkan maslahah sebagai
dasar hukumnya dalam menetapkan suatu hukum, hal ini dapat kita lihat
dari pendapat beliau yang menetapkan hukuman gisas bagi pelaku
pembunuhan yang dalam keadaan mabuk, karena menurut beliau lebih
besar mudaratnya apabila pelaku pembunuhan yang dalam keadaan
mabuk tadi dibebaskan dengan alasan hilang akal tadi.

Imam Malik adalah salah satu dari beberapa imam yang sangat
keras dalam menetapkan hukum pada masalah pembunuhan ini.
Contohnya dalam masalah siapa — siapa yang berhak untuk memaafkan
pelaku pembunuhan tersebut. Imam Malik berpendapat hanya saudara
perempuan dan ashobah. Dan apabila di antara mereka ada perbedaan
pendapat dalam masalah kemaafan terhadap pelaku pembunuhan antara
mengampuni dan tidak mengampuni maka keputusannya adalah tetap
melaksanakan hukuman gisas atas pelaku tersebut.

Dengan demikian menurut penulis tujuan akhir (goal getter) dari
pendapat Imam Malik dalam masalah penetapan hukuman ta’zir bagi
pelaku pembunuhan sengaja yang gugur dari hukuman gisas adalah

kemaslahatan.

B. Pandangan Ibn Hazm Terhadap Ta’zir dan Alasan — Alasannya
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Ibn Hazm sebagaimana diketahui beraliran mazhab Zohiri, dalam
menetapkan suatu hukum berpedoman kepada tekstual nas. Oleh karena
: itu dalam masalah hukuman ta’zir bagi pelaku pembunuhan disengaja
- setelah dimaafkan oleh pihak korban bagi beliau tidak ada. Alasan Ibn
Hazm mengatakan hukuman ta’zir bagi pelaku pembunuhan sengaja
setelah dimaafkan pihak korban berlandaskan Al-Qur’an surat al —
Bagarah ayat 178.

Dari ayat di atas, Ibn Hazm tidak melihat adanya perintah
melaksanakan hukuman ta’zir sebagaimana pendapat Imam Malik.
Karena itu berdasarkan ayat di atas Tbn Hazm berpendapat apabila pelaku
pembunuhan telah dimaafkan pihak korban maka hukuman gisas yang
seharusnya dilaksanakan menjadi gugur dan pelaku menjadi bebas atau
membayar diyat apabila dalam kemaafannya itu disyaratkan untuk
membayar diyat.

Di samping ayat di atas, dasar hukum Ibn Hazm dalam menolak
ta’zir di atas sepuluh kali jilid berdasarkan hadits Nabi riwayat Ibn Said.
Hadits ini melarang memberlakukan hukuman jilid di atas sepuluh kali
jilid kecuali hukuman yang sudah tertentu hukuman hadnya, misalnya
hukuman zina gairu muhsan seratus kali jilid, qazaf dengan delapan
puluh kali jilid, minum — minuman memabukkan empat puluh kali jilid
dan lain sebagainya. Secara tidak langsung -hadits di atas menolak
hukuman ta’zir yang dikemukakan Imam Malik terhadap pelaku
pembunuhan sengaja yang gugur dari -gisas. Karena Imam Malik
menetapkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan tersebut dengan
hukuman seratus kali jilid, sedangkan hadits di atas melarang hukuman
jilid lebih dari sepuluh kali jilid kecuali yang sudah tertentu hadnya.
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Karena Ibn Hazm melihat formulasi hukuman ta’zir yang
ditetapkan oleh Imam Malik dan tidak mempunyai landasan hukum yang
kuat, disecbabkan pendapat Imam Malik mengenai ta’zir tanpa adanya
dalil yang mendukung pendapat Imam Malik tersebut. Hal ini dapat kita
lihat komentar Ibn Hazm terhadap pendapat Imam Malik mengenai
penetapan hukuman ta’zir oleh Imam Malik bagi pelaku pembunuhan
sengaja yang telah dimaafkan pihak korban, dalam kitabnya sebagai
berikut :

Al Y il paall (o 1AW aay slinn i @llle J68 0 I 3
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Artinya : —

Kemudian apabila dilihat dari perkataan Malik maka kita dapatkan

bahwa perkataannya terlalu jauh dari kebenaran karena tidak berkaitan

dengan Al- Qur’an, Sunnah, dalil ljma’ dan dari perkataan sahabat —
sahabat Nabi.

Dari- pernyataan Ibn Hazm di atas kita dapat melihat bagaimana
beliau menolak pendapat Imam Malik, yang menurutnya Imam Malik
dalam menetapkan hukuman ta’zir bagi pelaku pembunuhan sengaja
setelah dimaafkan pihak korban tidak berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah,
lima’ dan perkataan para sahabat Nabi. Dalam masalah pihak — pihak
vang berhak memberikan kemaafan kepada pelaku pembunuhan sengaja
tersebut para ulama sepakat ialah ahli waris korban yang menjadi
perbedaan para ulama ialah apakah wanita berhak memaafkan pelaku

pembunuhan sengaja tersebut. Ada dua pendapat mengenai hal ini, yaitu :

& Ahmad Muhammad Sakir, loc. cit..

59



1.

Bahwa tidak boleh atau tidak mempunyai hak dalam memaafkan pelaku
pembunuhan tersebut.
Wanita boleh dan berhak untuk memaafkan pelaku pembunuhan tersebut.
Para ulama yang tidak membolehkan wanita untuk memaafkan
pelaku pembunuhan sengaja diwakili di antaranya ialah Abdul Razagq,
Abu Bakar bin Abi Su’aibah, Ibrahim Nakhi, Hasan Basri dan Umar bin
Abdul Aziz. Sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz yang dikutip
dalam kitab al — Muhalla, sebagai berikut :

- 5 deall i of yall gic Y

Artinya :
Tidak ada hak bagi wanita (dalam memaafkan) pada (pembunuhan)
sengaja. B

Dan para ulama yang membolehkan wanita untuk memaafkan
pelaku pembunuban sengaja tersebut di antaranya ialah Said bin Mansur,
Ibnu Jarij dan Abi Akhir. Dan berdasarkan kisah zaman khalifah Umar
bin Khattab yang dikutip dalam kitab a/ — Muhalla, ada seorang laki —
laki yang membunuh istrinya, di antara ahli waris si istri tersebut adalah
saudara perempuannya yang dia sendiri memaafkan pelaku pembunuhan
terhadap suami dari saudara perempuannya itu, kemudian hal tersebut
diadukan kepada khalifah Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab
memutuskan bebas terhadap pelaku pembunuhan tersebut dan
mewajibkan membayar diyat bagi pelaku pembunuhan tersebut kepada
seluruh ahli waris yang ada.

Menurut Ibn Hazm dalam masalah siapa — siapa saja yang berhak

untuk memaafkan pelaku pembunuhan ialah ahli waris korban

 Ibid...
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sebagaimana pendapat beliau yang dikutip dalam kitab a/ — Muhalia
sebagai berikut :
% el ages (53 JS gie s
Artinya :
Bahwasannya yang berhak untuk memaafkan (pelaku pembunuhan)
ialah setiap ahli waris yang mendapat bagian dibolehkan.
Karena itu menurut Ibn Hazm bila ada salah satu dari ahli waris
yang memaatkan pelaku pembunuhan maka hukuman qisas tidak jadi

dilaksanakan (gugur). Jalan pikiran Ibn Hazm berpendapat begitu
berdasarkan Al-Qur’an surat al — Baqarah ayat 237 sebagai berikut :

T 4o, % v B . <t SRE A E Loz
A (a1 Yy (o5l Card 50 585

Artinya :
Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada tagwa. Dan janganlah

kamu melupakan keutamaan di antara kamu.®

Karena ayat di atas mengisyaratkan bahwasannya memaafkan
pelaku pembunuhan itu lebih baik dan mendekatkan kita kepada tagwa.
Maka beliau menolak adanya hukuman ta’zir terhadap pelaku
pembunuhan apabila sudah dimaafkan. Bagi Ibn Hazm memaafkan
pelaku pembunuhan lebih utama dibandingkan menerapkan hukuman
gisas atasnya, apalagi menetapkan hukuman ta’zir atas pelaku yang jelas
— jelas sudah dimaafkan oleh pihak korban.

Penolakan Ibn Hazm dalam menetapkan hukuman ta’zir terhadap

pelaku pembunuhan tersebut sebagaimana menurut pendapat Imam Malik

® Ibid., him. 479
* Depag Rl, op.cit., him. 58
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yang menetapkan hukuman jilid seratus kali dan ditambah hukuman
penjara selama setahun bagi Ibn Hazm sangat bertentangan dengan nas
sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Di samping«itu Ibn Hazm
berpendapat dalam masalah ta’zir boleh meringankan hukumannya tidak
seperti Imam Malik yang menetapkan hukuman jilid seratus kali dan
penjara selama setahun lamanya dalam kasus pembunuhan sengaja yang
telah dimaafkan. Dasar hukum mengatakan boleh meringankan hukuman
seseorang dalam masalah penetapan hukuman ta’zir ialah hadits Nabi

Saw berbunyi :

6 (gebuall dn Al alll agan 3 VI Cilagli (o 53

Artinya :

Dari Aisyah r.a Rasulullah Saw bersabda : Persedikiilah (hukuman si
pelaku) kecuali pada had yang telah ditentukan Allah Swt (dikeluarkan
oleh an- Nasa’i).

Dari penjelasan hadits di atas dibolehkan memberikan
keringanan/syafa’at dalam masalah hukuman ta’zir. Bagi Ibn Hazm
hadits di atas bukanlah bermaksud membolehkan hukuman ta’zir bagi
pelaku pembunuhan yang telah dimaafkan. Akan tetapi sebagai ilustrasi
béhwasannya hukuman ta’zir adalah hukuman yang boleh diberlakukan
keringanan atasnya bukan dengan menyamakan bahkan melebihi
hukuman had yang sudah tertentu hukumannya.

Sebagaimana perkataan Ibn Hazm yang terdapat dalam kitabnya af
— Muhalla sebagai berikut :

* Al Kahlany,op.cit., him. 21
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Artinya :

Barang siapa yang melihat kemungkaran wmaka hakim yang
menghukum setiap kemunghkaran haruslah sepuluh kali jilid atau kurang
dari itu. Karena perintah pada ta’zir datang secara mujmal maka
barang siapa melihat kemungkaran agar merubahnya dengan tangannya.

Pada dasarnya Ibn Hazm mengakui adanya bentuk hukuman ta’zir,
akan tetapi beliau mempunyai batasan tersendiri dalam menetapkan

hukuman ta’zir tersebut. Batasan hukuman ta’zir menurut Ibn Hazm ialah

. Hukuman ta’zir tersebut haruslah sclain dari hukuman yang sudah jelas
hukuman hadnya, seperti zina, mencuri, qazaf dan lain — lain sebagainya.
. Hukuman jilid yang diberlakukan dalam hukuman ta’zir maksimal _
sepuluh kali jilid.

Dengan melihat batasan penetapan hukuman ta’zir bagi peléku
pembunuhan dapat dipahami mengapa Ibn Hazm tidak melihat adanya
dasar hukum jelas dalam menetapkan hukuman ta’zir bagi pelaku
pembunuhan sengaja setelah dimaafkan pihak korban berdasarkan surat
al — Bagarah ayat 178 di atas. Dengan demikian penetapan hukuman
ta’zir bagi pelaku pembunuhan tersebut mengakibatkan terbebas pelaku
dari segala bentuk sanksi yang berkaitan dengan kejahatannya
(pembunuhan) yang telah diperbuatnya, karena apabila telah dimaafkan

 Ahmad Muhammad Sakir,op.cit., him. 404
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pihak korban maka pelaku pembunuhan tersebut menjadi bebas dari
hukuman ta’zir.

Dalam masalah kemaafan terhadap pelaku pembunuhan sengaja,
sebagaimana dijelaskan di atas pendapat Ibn Hazm sangat bertolak
belakang dengan pendapat Imam Malik. Bila Imam Malik berpendapat
bahwasannya apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memaafkan
pelaku, dalam artian ada yang memaatkan dan ada pula yang menolak
memaafkan, maka menurut pendapat Imam Malik adalah menolak
memberi maaf dan pelaku dihukum dengan hukuman qisas. Sedangkan
menurut Ibn Hazm apabila terjadi perbedaan pendapat di antara ahli
waris, maka pendapat yang diambil adalah yang memaafkan. Dengan
demikian gugurlah gisas bagi pelaku pembunuhan tersebut.

Menurut Ibn Hazm penetapan hukuman ta’zir terhadap peglaku
pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Imam Malik
terpengaruh dengan pendapat Imam Malik dalam pembunuhan tersalah.
Sebagaimana pendapat Imam Malik yang dikutip dalam kitab al —
Muhalla sebagai berikut :

Dl e aSallag o alll M g o e gy 5 448 Finy
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Artinya : )

(Bagi pelaku pembunuhan tersalah) dengan membebaskan budak
wanita (mukmin) atau puasa selama dua bulan dan yang demikian siapa
yang mendekatkan diri kepada Allah bila dia ingin mendapatkan

kebaikan.

 Jbid ., him. 514



Sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan ulama berpendapat
dalam masalah pembunuhan tersalah ahli waris tidak mempunyai hak
untuk memaatkan pelaku pembunuhan tersalah tersebut, di samping itu
juga pelaku pembunuhan tersalah tidak dikenakan hukuman gisas karena
tidak memenuhi syarat untuk digisas. Akan tetapi pelaku pembunuhan
harus membayar diyat atau membayar kifarat. Karena menurut Imam
Malik dalam pembunuhan tersalah saja harus membayar kifarat apalagi
dalam pembunuhan sengaja. Sedangkan menurut Ibn Hazm kewajiban
membayar diyat, membayar kifarat dalam pembunthan tersalah adalah
tidak sah, begitu juga penetapan hukuman ta’zir dalam pembunuhan
sengaja tidak sah dan mengada — ada, karena tanpa dalil yang jelas.

Ibn Hazm yang menetapkan hukum berdasarkan tekstual nas
dikenal sebagai ulama Zohiri terkemuka. Mungkin karena pengaruh dasar
pendidikan beliau di Madrasah Andalusia, yang gurunya kebanyakan
bermazhab Zohiri, di antaranya Baqgi bin Mukhollid, Qosim bin Asbaq
Qurtubi dan Ahmad bin Kholid. Di samping memandang kepada tekstual
nas bukan berarti Ibn Hazm tidak mendalami bidang keilmuan lainnya.
Beliau juga mendalami ilmu figh, ushul figh bahkan ilmu perbandingan
agama. Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Halim Usyi dalam

“kitabnya Ibn Hazm Andalusia sebagai berikut :

* Ailaa g Sall e 20wt 1 53 80 juiSllo san g 43la el & ol S

. OLaYl 43 jia g J saal 5 48808 48 yeallhMaa (e iliS 5,k
| Artinya .

Ibn Hazm bersungguh — sungguh dalam berkarya hal itu diwujudkan
dalam banyaknya karya besar dalam bidang pemikiran dan banyak di

* Ibid..
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antaranya yang lterkenal seperti bidang fighushul figh dan
perbandingan agama.

Penulis bermaksud memaparkan bidang keilmuan yang digeluti Ibn
Hazm agar tidak terjebak kepada pemahaman bahwasannya Ibn Hazm
dalam menetapkan hukum sesuatu berdasarkan zohir nas secara buta
tanpa ada pertimbangan dari bidang figh atau ushul fighnya. Ibn Hazm
juga berijtihad, akan tetapi 1a condong kepada ketetapan nas yang sudah
ada.

Begitu juga™dalam masalah penetapan hukuman ta’zir terhadap
pelaku pembunuhan sengaja di sini, Ibn Hazm berijtihad bahwasannya
tidak boleh menetapkan hukuman ta’zir kepada pelaku pembunuhan
sengaja yang telah dimaatkan berdasarkan Al- Qur’an surat al — Bagarah

ayat 237 :

™ S5 Sl 1505 Y (580 SOl 1 skl
Artinya :

Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada tagwa. Dan janganlah
kamu melupakan keutamaan di antara kamu.

Karena ayat di atas menyatakan memaafkan itu lebih utama untuk
mendekatkan diri menjadi orang yang bertagwa, maka beliau tidak
melihat adanya keutamaan dalam menetapkan hukuman ta’zir bagi
pelaku pembunuhan sengaja yang sudah dimaafkan. -

Ibn Hazm juga mengakui jenis hukuman ta’zir termasuk dalam
pidana Islam, karena terlepas dari kontroversinya terhadap Imam Malik
dalam penetapan hukuman ta’zir kepada pelaku pembunuhan sengaja

yang telah dimaatkan. Sama dengan kebanyakan ulama- ulama lainnya

™ Depag R, loc.cit..

66



dalam penentuan jenis ta’zir yang akan ditetapkan diserahkan kepada ulil
amri. Hanya saja seperti telah dikemukakan sebelumnya bila jarimah
ta’zirnya berkaitan dengan jarimah hudud, maka jilidnya tidak boleh
melampaui batas sepuluh kali jilid. Dan bila sanksi ta’zirnya tidak berupa
jilid, maka batas terendah dan tertingginya diserahkan sepenuhnya
kepada ulil amri.

Ibn Hazm sebagaimana dengan ulama-ulama dari mazhab Zohiri
lainnya mempunyai tipikal berpikir yang pragmatis dalam menetapkan
hukum. Hal ini terbukti dengan cara Ibn Hazm yang berdasarkan tekstual
nas dalam menerapkan hukum. Pola berfikir pragmatis yang ditunjukkan
Ibn Hazm dalam masalah penentuan hukuman ta’zir bagi pelaku
pembunuhan sengaja yang sudah dimaafkan ialah dengan merujuk surat
al — Bagarah ayat 178 yang tidak ada menyebutkan penetapan hukuman
ta’zir apabila telah dimaafkan. Ditambah lagi surat al-Bagarah ayat 237
yvang menyebutkan keutamaan memberi maaf karena dapat mendekatkan
seseorang mendapat predikat tagwa.

Dalam masalah pembunuhan sengaja ini berlaku hukuman gisas
akan tetapi apabila dimaatkan pihak korban menjadi gugur. Dari sinilah
Ibn Hazm berpendapat bahwasannya hukuman gisas dalam masalah
pembunuhan adalah mubah sedangkan memaafkan pelaku pembunuhan

adalah lebih utama. Sebagaimana perkataan Ibn Hazm sebagai berikut :
n CL&AM}J\% Uabiadll g sl %Egi}éd'! OsSa o
Artinya :
Memberi maaf adalah yang lebih mulia ganjarannya dan gisas tanpa

ragu lagi adalah mubah.

> Ahmad Muhammad Tsakir,op.cit., him. 480
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Dengan merujuk kepada pendapat Ibn Hazm di atas, beliau ingin
menyatakan bahwasannya apabila seseorang telah memaafkan pelaku
pembunuhan maka orang tersebut ingin berusaha mendekatkan diri
kepada Allah Swt agar mendapat predikat taq;iva. Bila orang tersebut
ingin mendapat predikat taqwa tentulah ia tidak mengharap imbalan
apapun dari manusia selain Allah Swt termasuk hukuman ta’zir kepada
pelaku pembunuhan sebagai balasan atas perbuatannya, karena orang
tersebut telah memaafkan pelaku pembunuhan tersebut.

Asbabul Ikhtilaf

Sebab — sebab terjadinya perbedaan antara Imam Malik dan Ibn
Hazm dikarenakan cara pandang mereka dalam memahami suatu nas,
sehingga menyebabkan berbedanya produk hukum vang dihasilkan. Dalil
nas yang membuat mereka berbeda pendapat adalah surat al — Baqarah
ayat 178 yang berbunyi :
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Artinya :
Hai orang — orang yang beriman diwajibkan atas kamu gqisas
berkenaan dengan orang — orang yang dibunuh, orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka

barang siapa yang mendapat kemaafan dari saudaranya, hendaklah ia

mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah ia membayar diyat
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kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula dan hendakiah
ia mengikuli dengan cara yang baik pula dan hendaklah yang diberi
maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik
pula. Yang de-mikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan
rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya
siksa yang sangat pedih.

Imam Malik memandang ayat di atas mengindikasikan adanya dua
hak, yaitu hak Allah Swt dan hak manusia. Hak memaafkan memang hak
manusia akan tetapi di dalam masalah ini terdapat juga hak Allah Swt
harus ditegakkan. Untuk itulah Imam Malik mewajibkan hukuman ta’zir
dengan hukuman jilid seratus kali dan penjara selama setahun sebagai
implementasi hak Allah Swt.

Lain halnya dengan Ibn Hazm yang tidak melihat sinyal Allah Swt
untuk menetapkan hukuman ta’zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang
telah dimaafkan pihak korban. Karena beliau tidak melihat adanya
perintah untuk menetapkan hukuman ta’zir bagi pelaku pembunuhan
tersebut maka beliau berpendapat bahwasannya pelaku pembunuhan yang -
telah dimaafkan bebas dari hukuman ta’zir. '

Untuk lebih mengetahui sebab — sebab terjadinya perbedaan antara
Imam Malik Ibn Hazm dalam menetapkan hukuman ta’zir bagi pelaku
pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban, menurut hemat
penulis sebagai berikut : —
. Perbedaan dalam memahami lafaz ayat 178 surat al — Bagarah.

Mengenai ayat di atas Imam Malik berpendapat secara implisit dalam
ayat tersebut dua hak, yaitu hak Allah Swt dan hak manusia. Bila dalam
memaatkan itu hak manusia maka bukan berarti pelaku pembunuhan

7 Depag Ri, op.cit., him 43
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tersebut bebas begitu saja. Sementara itu, Ibn Hazm berpendapat dalam
ayat di atas menegaskan bahwa pelaku pembunuhan yang telah
dimaafkan menjadi bebas dari segala hukuman yang menyangkut atas
kejahatannya dalam membunuh korban tersebut.
. Adanya bunyi hadits yang melarang hukuman jilid lebih dari sepuluh kali
jilid.
Hadits tersebut berbunyi :
O Olatles Go Al e 0y S O s (0 O s ) O
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Artinya :

Dari Ibn Said bin Yazid Habib dari Bakir bin Abdullah dari Sulaiman
bin Yaser dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah bin Abi Harda
berkata dia : “ Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda : Janganlah
memberlakukan hukuman jilid di atas sepuluh kali jilid kecuali pada had
yang telah ditentukan oleh Allah Swt.

Hadits di atas menunjukkan bahwasannya hukuman ta’zir tidak
boleh lebih dari sepuluh kali jilid. Hadits di ataslah yang menjadi dasar
hukum Ibn Hazm untuk menolak pendapat Imam Malik yang menetapkan
ta’zir dalam pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan sepuluh kali
yaitu seratus kali jilid. C
. Munaqgasyah Adillah
Setelah penulis menguraikan sebab — sebab ikhtilaf antara Imam

Malik dan Ibn Hazm dalam masalah penetapan hukuman ta’zir bagi
pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban, maka

Al —Kahlany,op.cit., hlm.37
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untuk menguatkan pendapat mereka masing — masing, penulis
memunaqgasyahkan dalil-dalil yang mereka pakai.
. Evaluasi Terhadap Pendapat Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa penyataan Ibn Hazm vang
menyatakan bahwa pelaku pembunuhan sengaja terbebas dari hukuman
apabila telah dimaafkan pihak korban tidak dapat diterima, karena nas
Al-Qur’an yang terdapat dalam ayat 178 surat al-Baqgarah di atas secara
implisit menyatakan bahwa di samping hak manusia terdapat juga hak
Allah Swt yang harus kita laksanakan, Tntuk itulah Imam Malik
menetapkan hukuman ta’zir sebagai ganjaran atas hilangnya nyawa
manusia yang sangat dimuliakan Allah Swt lagi pula pendapat Imam

Malik tersebut sesuai dengan salah satu tujuan Magasid as- Svari’ah
yaitu memelihara jiwa ( eail) _L.s;)

Di samping nas Al-Qur’an di atas, Imam Malik menetapkan
hukuman ta’zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan
- tersebut. Di samping itu para khulafa ar- Rasyidin pernah menta’zir
pelaku' kejahatan melebihi sepuluh kali jilid sebagaimana yang
disebutkan dalam hadits tentang larangan menjilid pelaku kejahatan lebih
dari sepuluh kali jilid. Seperti tindakan Umar bin Khattab yang menjilid
Muin bin Zaidah yang telah memalsukan stempel batul mal sebanyak
seratus kali jilid. Atau juga tindakan Ali bin Abi Tholib yang
menghukum seseorang yang membatalkan puasanya di siang hari bulan
Ramadhan dengan delapan pulub kali jilid ditambah dengan dua puluh
- jilid sebagai ta’zir.

Selanjutnya Imam Malik berpendapat dalam melaksanakan
hukuman ta’zir tidak ada perbedaan antara orang biasa (awam) dengan

para pemuka agama (ulama) dan pemuka masyarakat (pemimpin).
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Maksud Imam Malik menyamakan setiap orang dalam pelaksanaan
hukuman ta’zir adalah dengan prinsip keadilan di depan hukum (equality
before law).

Imam Malik memandang dalam penetapan hukuman ta’zir bagi
pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan tersebut dari sisi
kemaslahatan umat. Agar tidak mudah membunuh saudaranya dan agar
kehidupan bermasyarakat lebih terjamin keamanannya. Memang Imam
Malik dalam menetapkan hukuman ta’zir terhadap pelaku pembunuhan di
atas tidak berlandaskan kepada tekstual nas tetapi berdasarkan ma’na
lafaz nas tersebut, yang merupakan hasil ijtihad beliau.

Setelah memperhatikan pendapat Imam Malik dalam masalah
penetapan hukuman ta’zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah
dimaafkan tersebut. Penulis menilai terdapat ketidakkonsistenan Imam
Malik dalam menetapkan hukuman ta’zir bagi pelaku pembunuhan
sengaja yang telah dimaafkan, Alasan penulis mengatakan Imam Malik
tidak konsisten dalam menetapkan hukuman ta’zir ini berlandaskan
hirarki penetapan hukum Islam menurut Imam Malik sebagai berikut:
Al-Qur’an
Sunnah
ijma’ Sahabat
Maslahat al- Mursalah
Amalan Ahlu al- Madinah

Dari hirarki penetapan hukum Islam menurut Imam Malik di atas,
penulis melihat Imam Malik fidak konsisten. Karena Imam Malik yang
dikenal sebagai ahli hadits mengapa tidak menjelaskan alasan ia menolak
hadits tentang larangan menjilid pelaku kejahatan di atas sepuluh kali

jilid. Dalam artian mengapa Imam Malik yang selama ini dikenal sebagai
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ahli hadits menampik tekstual nas tanpa adanya penjelasan mengapa ia
menolak hadits tersebut. Lalu Imam Malik menetapkan hukuman ta’zir
terhadap pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban
berdasarkan penafsiran ma’nawi nas yang menurut versi beliau.
Sedangkan ada nas (hadits ) yang secara tekstual melarang yang
demikian. Kemudian evaluasi terhadap pendapat Imam Malik dalam
masalah hukuman ta’zir tersebut. Penulis juga mengkritik Imam Malik
mengapa dalam menetapkan hukuman ta’zir dalam kasus di atas
berdasarkan kemaslahatan dan amalan ahli Madinah yang dalam hal ini
diwakili oleh tindakan Khalifah Umar bin Khattab vang menjilid seratus
kali jilid bagi yang memalsukan stempel. Juga pendapat Ali bin Abi
Tholib yang menjilid delapan puluh kali jilid sebagai hukuman ta’zirnya.
Ada hadits Nabi yang melarang demikian mengapa langsung melompat
kepada kemaslahatan dan amalan ahli Madinah.

Dari evaluasi pendapat Imam Malik dalam masalah hukuman ta’zir
bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan di atas, penulis
menilai pendapat Imam Malik terlepas dari segala kritikan yang
dialamatkan kepada beliau mempunyai visi ke depan untuk kemaslahatan
umat.

. Evaluasi Terhadap Pendapat Ibn Hazm

Setelah memberikan wuraian tentang pendapat Imam Malik
sebelumnya, maka selanjutnya penulis mengevaluasi pendapat 1bn Hazm
yang bertolak belakang dengan Imam Malik dalam masalah penetapan
hukuman ta’zir bagi pelaku pembunuhan yang telah dimaafkan pihak
korban.

Ibn Hazm berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja yang
telah dimaafkan pihak korban menjadi bebas dari hukuman. Seperti

73



halnya Imam Malik, Ibn Hazm berlandaskan pada surat al — Bagarah ayat
178 yang berbunyi :
(1 el By DAR S0 S (8 Galil e i s
sl G
Casdd I il adl) 31305 caghaally UG 2o 4l G Al i

2
v ¢

all Calie 408 5 529 (51 (yad Aa255 655 O
Artinya :

Hai orang — orang yang beriman diwajibkan atas kamu gqisas
berkenaan dengan orang — orang yang dibunuh, orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka
barang siapa yang mendapat kemaafan dari saudaranya, hendaklah ia
mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah ia membayar diyat
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula dan hendaklah
ia mengikuti dengan cara yang baik pula dan hendaklah yang diberi
maaf membayar divat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik
pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan
rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya
siksa yang sangat pedih. "

Dari penjelasan ayat di atas, Ibn Hazm berpendapat bahwa apabila
pelaku pembunuhan sengaja telah dimaafkan maka otomatis pelaku
menjadi bebas dari hukuman gisas apalagi hukuman ta’zir karena dalam
ayat di atas tidak ada perintah untuk melaksanakan hukuman ta’zir bagi
pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan.

™ Depag Rl, loc.cith...
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Di samping ayat di atas, Ibn Hazm juga mengutamakan kemaafan
daripada menghukum qisas pelaku pembunuhan sengaja tersebut.
Berdasarkan Al-Qur’an surat al — Bagarah ayat 237. Dalam ayat di atas
dijelaskan bzzlhwasannya memaafkan pelaku pembunuhan tersebut akan
mendekatkan diri (pihak korban) kepada Allah Swt vang merupakan
salah satu jalan untuk menjadi orang yang bertagwa.

Di samping itu, Ibn Hazm juga mengkritik pendapat Imam Malik
yang menetapkan hukuman ta’zir dalam kasus di atas dengan hukuman
seratus kali jilid dan penjara selama setahun kepada pelaku tersebut
sangatlah bertentangan dengan hadits Nabi yang melarang menetapkan
hukuman ta’zir di atas sepuluh kali jilid kecuali yang memang sudah
tertentu hadnya.

Penulis menilai bahwasannya Ibn Hazm dalam menetapkan hukum
dalam kasus di atas memegang prinsip ikhriyar (kehati-hatian ) sehingga
karena tidak ada perintah untuk menghukum pelaku pasca dimaafkan
dalam ayat di atas. Akan tetapi karena Ibn Hazm terlalu berhati — hati
dalam menetapkan hukum dalam kasus di atas sehingga menutup ruang
pintu kemaslahatan di sana serta akan mengabaikan salah satu tujuan dari
Magasid as- Syari’ah yang paling utama ialah memelihara jiwa
(oeiilllaia ) ‘

Setalah memperhatikan dalil hadits Nabi yang dipergﬁnakan Ibn
Hazm untuk menolak pendapat Imam Malik yang menetapkan hukuman
ta’zir dengan hukuman jilid seratus kali dan penjara selama setahun bagi
pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan. Timbul pertanyaan
dalam diri penulis, bagaimana pula sanksi yang akan diberikan terhadap
pelaku pengedar narkoba yang jarimahnya mempunyai efek dan daya

membunuh yang lebih besar daripada pembunuhan konvensional.
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tertentu halnya. Tentunya dalam masalah narkoba yang penulis
contohkan itu haruslah dijatubkan hukuman ta’zir kepada pelaku.

Jadi apabila hanya berlandaskan kepada hadits di atas tentulah kita
tidak dapat memecahkan persoalan di atas. Akan tetapi bukan berarti
penulis menolak hadits di atas, karena sampai saat ini penulis belum
menemukan ulama yang menolak keberadaan hadits tersebut. Contoh
yang penulis lontarkan di atas hanya wacana pemikiran terhadap kilas
balik pernyataan Ibn Hazm yang menolak hukuman ta’zir seratus kali
jilid dan penjara selama setahun yang berlandaskan hadits di atas.

Dari evaluasi terhadap pendapat Ibn Hazm di atas dalam masalah
penetapan  hukuman terhadap pelaku pembunuban sengaja setelah
dimaafkan pihak korban. Maka penulis berpendapat bahwa prinsip yang
terlalu berhati — hati dalam menetapkan hukum terhadap kasus di atas
melahirkan produk hukum yang kaku dan kurang fleksibel dalam

mengantisipasi persoalan — persoalan yang berkembang di masyarakat.

Pendapat Yang Paling Rajih

Setelah memberikan uraian tentang pendapat Imam Malik dan Ibn
Hazm serta dalil- dalil yang mereka pergunakan, kemudian asbab al-
khilaf yang terjadi di— antara mereka sekaligus membuat munagasyah
adillah tentang implementasi hukuman ta’zir bagi pelaku pembunuhan
sengaja yang telah dimaafkan -piﬁak korban, maka penulis
mengemukakan pendapat yang paling rajah.

Di dalam masalah penetapan hukuman ta’zir bagi pelaku
pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban, maka penulis
lebih cenderung memilih dan mengikuti pendapat Imam Malik yang

berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan
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pihak korban dikenakan sanksi hukuman ta’zir sebagai ganjaran atas
hilangnya nyawa manusia yang telah dimuliakan Allah Swt.

Adapun dasar pemikiran penulis dalam memilih atau cenderung
kepada pendapat Imam Malik dengan beberapa alasan sebagai berikut -
- Ditinjau dari segi dalil yang dipakai oleh kedua imam di atas, baik Imam
Malik maupun Ibn Hazm, maka dalil serta alasan yang dikemukakan oleh
Imam Malik lebih fleksibel dan diterima oleh perkembangan zaman
karena tujuan utama (main point) dari pendapat Imam Malik dalam
menetapkan hukuman ta’zir terhadap pelaku pembunuhan disengaja
adalah kemaslahatan umat.
- Dengan mempertimbangkan bahwasannya penetapan hukuman ta’zir
bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban
tersebut lebih mendekati kepada salah satu tujuan syari’at yaitu

- -a bR i -
memelihara jiwa {u@@l )} supaya orang tidak dengan mudah
menghilangkan nyawa orang lain serta agar tidak timbul keonaran di

tengah masyarakat.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembunuhan adalah masalah berat dalam hukum pidana Islam yang
menetapkan hukuman gisas terhadap hukuman gisas terhadap pelaku
pembunuhan. Qisas yang ditetapkan bagi pelaku pembunuhan adalah
realisasi dari prinsip keadilan nyawa dibalas nyawa.

‘Eara ulama sepakat bahwa pelaku pembunuhan sengaja dikenakan
hukuman qisas, akan tetapi yang menjadi masalah dan membuat
perbedaan pendapat adalah apabila pelaku pembunuhan sengaja tersebut
telah dimaafkan pihak korban. Di satu sisi ada yang tetap menetapkan
hukuman ta’zir bagi pelaku pembunuhaﬁ';yang telah dimaafkan pihak
korban, diwakili oleh Imam Malik. Di sisi lain ada juga yang
membebaskan pelaku pembunuhan sengaja dari hukuman ta’zir setelah
dimaafkan pihak korban, yang diwakili oleh Ibn Hazm.

Imam Malik berpendapat bahwasannya pelaku pembunuhan sengaja
yang telah dimaafkan pihak korban dihukum dengan hukuman jilid
seratus kali ditambah penjara selama satu tahun.

Alasan Imam Malik menetapkan hukuman ta’zir bagi pelaku
pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan tersebut dikarenakan dalam
Q.S :2:178. Imam Malik berpendapat di samping hak manusia terdapat
juga hak Allah Swt. Maka apabila pihak korban telah memaafkan pelaku
pembunuhan sengaja tersebut bukanlah otomatis pelaku pembunuhan
tersebut menjadi bebas akan tetapi harus dikenakan hukuman ta’zir
sebagai implementasi dari hak Allah Swi.
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Berbeda dengan Imam Malik, Ibn Hazm berpendapat hukum ta’zir
bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan itu tidak ada.
Dengan kata lain bahwasannya pelaku pembunuhan sengaja tersebut
bebas dari hukuman ta’zir. Alasan Ibn Hazm mengatakan bahwa pelakl;
pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban itu bebas dari
hukuman ta’zir bagi pelaku pembunuhan di atas. Di samping itu hadits
vang diriwayatkan Bukhari dari Ibn Said bin Yazid tersebut menegaskan
larangan menjilid di atas sepuluh kali dalam menetapkan hukuman ta’zir.

Adapun yang mendasari terjadinya perbedaan pendapat antara
Imam Malik dan Ibn Hazm tersebut adalah karena berbedanya cara
pandang Imam Malik dan Ibn Hazm dalam menilai dan memahami dalil
yang mereka pakai, terutama Q.S : 2 : 178.

Setelah mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat dan
memunagasyahkan pendapat Imam Malik dan Ibn Hazm, maka penulis
berpendapat bahwa pendapat yang paling rajih adalah pendapat Imam
Malik, yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan sengaja vang telah

dimaafkan pihak korban diberikan sanksi hukuman ta’zir.

. Saran — Saran

Sebelum penulis mengakhiri tulisan ini, penulis membuat saran-
saran sebagai berikut :

Disarankan kepada kita semua untuk lebih memperhatikan (fo
concern) kepada masalah pengembangan jinayah Islam umumnya dan
masalah hukuman ta’zir bagi pelaku pembunuhan khususnya, sehingga
prinsip- prinsip jinayah Islam dapat dilegalkan menjadi hukum positif di

negara kita yang tercinta ini.
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Diharapkan kepada kita semua segenap civitas akademika Fakultas
Syari’ah IAIN SU agar kita lebih dapat memperkenalkan hukum Islam
kepada masyarakat awam umumnya dan memperkenalkan bagaimana
sebenarnya hukum jinayah (pidana) Iélam khususnya kepada masyarakat

kita.
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